
Mengingal : I. Passl 18 ayat (6) Unda.ng-Undang Deser Nega", RcpUblik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang.Undang Nomor 21 Tabun 2000 tentang Serikat
Pckerja/Serika, Buruh (Lembaran Negara Repubtlk Indonesia
Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembarao Negam
RepubJik Indonesia Nomor 3989);

Mcnimbang : a. bahwa hn.k etes pekeljaan dan penghidupan yang layak bag;
kemanuaiaan merupakan hak konstitusional setiap wnrgo
negara dan pengamalan nilai keadilan sooial sebagaimana
diamaoatkao daLam Pancasila dan Undang-Undang 08""1"
Negara Rcpubllk Indenesie Tahun 1945, yang pemenuhannya
mOJ'Uadi Ulnggung jawab negara, termasuk Pemerintah
Daerah Kabupaten Cianjur;

b. bahwa tingginya pertumbuhan angkal.an kcrja di Kabupatcn
Cianjur yang tidak dilrnbangi dengan perluarsan keeempaten
kCrjayang memadai, serta menjadi semakin kompleks dengan
roasib rendahnya tlngkat kornpetensi clan claya saing sumber
claya manusia, Lelah mmgakibatkan koLidakselarasan
strukturnl dl pasar kerje, tingginya angka pengangguran
terbuka, dan porensi timbulnya permasalahan soeial ekonomi
yang perlu ditangani secarn komprehensif dan terencana;

c. babwa dinrunika perubahan peraruran perundang- undangan
di tlngkat naslonal, kbususnya setelah berlakunya Undang­
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Unclang Nomor 2 Tnhun 2022
tentang Cipta Kerjn menjadi Undang-Undang beserta
peraturan pelaksanaannya, menuntut adanya penyesuaian
dan barmonisa&i kebijakan ketenagakerjaan di tingkat daerah
guna menclptakan kepastian hukum dan efektivitas
pcnyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non pelayanan
dasar di blclang ketenagakerjaan:

d. bahwa berdasarken pertimbangan eebegatmana dimaksud
drtJam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan:

BUPATICLANJUR.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA E:SA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ClANJUR
NOMOR 14TAHUN 2025

TENTANG
PENYEJ..ENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

BUPATI CIANJUR
PROVlNSIJAWA BARAT

SALINAN



3. UndBng-Undang Nomar 13 Tahun 2003 tentang
Kelenagakeljaan (Lembaran Ncgara Republik Indonesia
T.ahun 2003 Nomor 39. Tambahan Lembarnn NegarB
Repubtik Indonesia Tahun 2003 Nomor 42791 .seoogaimana
lelab beberapa kali diubah, terakhir dengantlndang-Undang
Nomor 6 Tabun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemertntah Penggantl Undnng-Undang Nomor 2 Tabun 2022
tenteng Cipta K<!Jja meojadi Undang-Undang (Lembaran
Negara RepubUk Indonesia Tabun 2023 Nomor 41. Tam bah an
Lembaran Negara RepubUk lndonesi e Nomor 6856);

4. Ondang-Undeng Nomor 2 Tahun 2004 temang Penyelesaian
Per..,Ii.lhan Hubungan Industdal (I..embaran Ncgara
Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 6. Tambeba.n
Lembarao Negara RepubUk lndonesle Nemer 4356);

5. Undang-Undang Nomar 23 Tabun 2014 tentang
Pemerintahan Oaerah [Lembaran Negara Republlk Indonesia.
Tahun 2014 Nemer 244. Tnmbabao Lembaran Negara
Republlk Indonesia Namor 55871 sebagalrnana lelah beberapa
kali diubah. temkhir dengan Undang-UndangNamor 6 Tahun
2023 teotang Penetapan Peratu.ra.n Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RepubUk
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Cianjur di Provin ..i Jaws Barat (Lembaran Negara Republik
Indoneeia Tabun 2024 Nomor 283. Tambahan Lembaran
Negara Republlk Indonesia Nomor 7034);

7. Peraturan Pemerintah Nornor 8 Tabun 2005 tentang Tata
Ketja dan SusunM Organisasi I..embaga Kct:ia Sam a Triparlil
(Lembaran Negara RepubUk tndonesia Tabun 2005 Nornor 24.
'rumbehan Lembaran Negara RepubLik Indonesia Nomor
4482) sebagalmana telab beberepa kali diubab, temkhir
deagnn Poraturan Pemertntah Nomor 4 Tahun 2017 (en tang
Perubaban Kedua alas Peraturan Pemcrintah Nomor 8 Tabun
2005 ten lang Ta.ta Ketja dan SUSUrnul Organisasi Lembaga
Ketja Sama Trlpartil (I.embaran Negara Republlk Indonesia
Tahun 2017 Nomor 22. Tarnbahan Lembaran Negera
Republik Indonesia Nomor 60201;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tabun 2006 lentang Sistem
Pelatihan Ke!ja Nasional (I..embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nemer 67. Tambaban Lernbaran
Negara RepubUk Indonesia Nomor 4637);

9. Peraturan PemerinWh Nomor 50 Tahun 2012 rentang
Penerapan Sistem Mannjemen Keselamatan dan Kesehatan
Kctja (Lembaran Negam Rcpublik Indonesia Tabun 20 L2
Nomor 100. Tambaban Lembaran Negara RepubUk Indonesia
Namar 5309):

10. Pereturan Pemerintah Nemer 33 Tahun 2013 tentang
Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran .Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomar 75. Tambaban Lembaran
Negara RepubUk Indonesia NomoT 54 J3);
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Paaal 1
Dalam """"=anDacrah mi yang dimaksud dengan:
I. Daensh Kabupatcn yang selanjulnya di .. but Daera.b adalab
Kabupaten CianjuJ'

2. Pemerintab Daerah adalah Bupsli sebagal unsur
pmy"lenggara Pemenntaban Daers h yang memimpin
pcIaksanaan urusan pemcrintahan yang menjadi kewenangan
deerah otonom.

3. Bupad ada1ab Bupati Cianj"r.
4. PIorangktll Dacrah adalah unsur pernbnntu BupaLi dan Dewan

Perwnkilan Rakyal Doe rah dulnrn penyelenggaraan urusan
pemerlntaban yang menjodi kewenangan Daerah.

5. Dina" adalah Po.nmglwl Daeron yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan btdang KClcnogakerjnan.

6. Kelenagakerjaan ado.lab segala hal ynng berhubungan dengan
Tenaga Kerja pada waklu eebetum, •• Iama, dan sesudah masa
kerja.

BAB I
KETENTUAN UMUM

PENYEI..ENCCiARAANMenetapkun : PERATURAN DAERAH TENTANO
KETENAGAKERJAAN.

MEMUTUSKAN:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
dan

BUPATICIANJ UR

Dengan PIoraelujuan Beraama

II. ",,",ruran I't!mcnntah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Uro!
Layanan Disabolitaa Bidang KClenapkerjaan (Lembaran
Negara RepubUk Indon•• ia Tahun 2020 Nomor 234.
Tambahan Lembaran Ncgara Rcpublik Indonesia Nomor
65661;

12. ",,",turan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 lentang
Penggunna.n Tenap Kcrja Mlng (Lembaran Neganl Republik
IndonesJ8 Tahun 202 I Nomor "". Tambaha" Lembaran
Ncgara Republik lndonesio Nomor 66461:

13. Pen!ruran ""merintah Nomor 35 Tahun 2021 rentang
Perjanjian Kerja WoklU Tortenlu, Alih DlI)'B,Waktu Kerja dan
Waktu Istirahat, dan ""mulullUn Hubungan Kerja (LemOOren
Ncgara RepubUk Indonesia Tuhun 2021 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Ncgara RcpubUk Jndoneelu Nomar 6647);

14. Peraturan Pemennteh Nomor 36 Tohun 2021 tentang
Pengupahan (Lembaran Negare Republik Indonesia Tahun
202 t Nomor 46, Tambahan ....mbo.ran Negara RepubUk
Indonesia Nomor (648) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tcntang
I'I:rubahan Alas Peraturan ""mmntah Nomor 36 Tahun 2021
teruang """BUpahan (Lemb." .." Negum Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 146, TambahBn Lembaran Nq!lIDl
Republik Indonesia Nomor 68991;
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7. Penyelenggaraan KetenagaJcerjaQD adalah pelaksanaan
kewenangan Pemcrintah Daerah di bidang KelenagakeJjaan yang
meliputi perencanaen Tennga Kerja, pelatihan kerja dan
produktivitaa, penempatan Tenaga Kerja, hubungan industrial,
serta pemhinaan dan pengawasan sesual dengan keientuan
peraturan perundang-undangan.

8. Tenaga Kerja adalah sctiap orang yang mampu melakukan
pekerjaan gun a, menghaailkan barang dan/atau jasa balk untuk
memen\lhi kebutuban sendiri maupun untuk masyarakat,

9. Tennga KeJja Deereh adalab pencari kerja yang memlliki Kar+u
Tanda Penduduk Daeeah dnn teteh bcrdomisili eli Knbupaten
Cianjur secara terus-menerus selama paling aingkat 2 (duo) tahun
yang dibuktikan dengan sum! keterangan do.mi><ilidari pejabat
yang berwenang.

lO. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan
menerima upah atau imbalan dalem bcntuk lain.

11. Pember! Kerja adalah orang perseorangan, Pengusaha, badan
bukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga
Kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain,

l2. Pengusaha adalah:
a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang

menjnlankan suatu perusahnan milik sendiri;
b. orang perseorangan. persekutuan. atau badan hukum yang

$¢C8.l"8. bc:rdiri scndiri menjalankan perusahaan bukan
miliknya;

c. orang perseorangan, persekuruan, alau baden hukum yang
bemdn eli 1ndonesia mewakili perusaba.an sebagaimana
dimakeud dalam huruf a dan b yang berkedudukao eli luar
wilayah tndonesia.

13.Perusahaan adaJah:
a. setiap bcntuk usaha yang berbadao bukum a[9.U tidak, millk

orang perseorangan. milik persekutuan, atau miHk badao
hukum, balk m ilik swasta meu pun milik negara yang
mernpekerjakan PekerjafBuruh dengan memba,yar upah atau
imbalan dalam bentuk lain;

b. usaha-usaha sosia! dan usana-usana lain yang mempunyai
pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan m.embayar
upab atau imbalan dalam bcntuk lain.

L4.Perencanaan Tenaga KeJja yang $<l1Bt1iutnyadisingkat PTKadalab
proses penyusunan rencana Ketenagakerjaan seeara si.stematJs
yang dijadikan dasar dan aeuan dalum penyusunan kebijakan,
$lralegi. dan pelaksanaan program pembangunan
Ketenagakerjaan yang berkeeinambungan.

15. Rencana Tenaga Kcrja yang selanjutnya disingkat RTK adalah
basil keglatan Pereacanaan Tenaga KeJja.

l6. Pclatiban Kerja adalah keseluruban kegiatan untuk memberi,
memperoteh. mertingkatkan, serta mengembangkan Kompetensi
Kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pads tingk~t
keierampilan dan keahllan rertentu sesuai dengan jenjang dan
kualifikaai jabatan atau pekerjaan.

17.Lembaga Pelatlhan Kerja yang selanjutnya dismgkat LPK adalah
Inetanei Pcmerintab, Perusabaan dan swasta yang memen\lhi
persyaratan untuk menyelenggarakan Pelatihan KetjEl.

l8. Kompeiensi KeJja adalnb kemampuan keJja setiap indlvidu yang
menc:akup 8,8pek pens. tabu an. ketmrnpi1an. dan sikap koJja yang
sesuai dengan standar yang ditelapkan.
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19.Sertiflkasi Kompetensi Kctja yang selanjutnya disebut SKKadalnh
prose. pcmberian sertlflkat kompetensi yang dilakukan seeara
sistemaus dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar
KompelClnsi Kerja Nasional tndcnesta, Standar Internasicnal
dan/atau St:a.ndarKhusus.

20. Pemagangan adalah bagian dan sistem Pelauhan Kerja yang
diseJenggnrnkan secara terpadu antara pelatihan di Icmbagn
pelatihan dengan bekeJjo seeara langsung di bawah bimblngan
dan pengawasan Instruktur atau pekerja ateu buruh yang lebih
berpenga,laman. dalam proses produksi bareng dan/.tau jasa di
Perusahaan, dalrun rangka mcnguasai keternmpilan atau keahlian
tertentu,

21. Peljanjian Pemagangan adalah perjanjian antara peserta
Pcmagangan dengan Perusahaan yang dibuar secara tertulis.

22. Produktivital! adalah sikap mental dan etos kerja yang •• laJu
berusaha melakukan perbaikan mutu kehidupan 1!IelaJui
peningkatan eflsiensi, efekUvitas, dan kuaJitas untuk menciptakan
nilai tambab secara berkelanjutan,

23. Penempatan Tenaga Kelja adalab proses pelayanan penernpatan
yang diberikan kepada pencari kerja untuk memperoleh
pekerjaan,

24. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja yang selanjuloya disingkat
PPTK adalah kegiatan unluk mempcrternukan Tenaga Kcrja
dengan Pemberi Kerja, sehingga Tenaga Kelja dapat mernpemleh
pckcriaan yang scsuai dengan bakat, mina; dan kemernpuan,
serta Pemberi Kcrja dapat mcmperolcb Tenaga Kcrja yang sesual
dengan kebutuharmya.

25. lnformasi Pasar Kerja yang selanjul.nya dislngka; lPK merupakan
informasi yang berkaitan dengan Bursa Kesempatan Kelja dengan
tujuan utamanya pcnempatWl yang dilakukan melalui
pendaftaran pencari kerja, pcnunjukan lowongan yang tersedin
serta penganter unruk penempatan.

26. Perusahaan Penempatun Tenaga Kerja Swaete yang selanjutnye,
disingkat PPTKSadalab baden usaha yang berbadan hukum yang
tclah memperoleh perizinan berusaha untuk menyelenggarakan
pelayanan pcoompalan teuaga kerja dalam negerL

27. Peljanj;an Ketja Waktu Terterrtu yang selanjutnya diaingkat PKWr
adalah Peljanjian Kelja antara Pckeljal Burub dengan Penguaaha
untuk mengadakan Hubungan Kerja dalam wakru tertentu atau
uniuk pekerjaan tertentu

28. Perjanjian Ketja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya disingkat
PKWTTadalah Peljanjlan Kerja aruara Pekerja/Burub dengan
Pengusaba untuk mengadakan Hubungan Kerja yang beraifat
tetap.

29. Rencana Tenaga Kerja Milio yang seJanjutnya disingkat RTK
Makro adalah basil keg!alan perencanaan tcnaga kerja makro.

30. Rencana Tenaga. Kecja Mikro yang $elanjuUlye d;smgkat RTK
M11o'o adalah basil kcgi.tan perencanaan tonaga kelja mlkro.

31. Perusabaan Penempal8n Pek.lje Rumah Tangga yang sclanjuloya
disebut P3RT Ild.lab badan USabll yang berbadal1 hukum yang
telah mcmperolch perizinan berusaha untuk menyelenggnrakan
pelayanan penempatan pekerja rumah tangga.

32. Bursa Kelja Khusu.s yang selanjutnya disingkai SKI<adaJah unit
pelayanan pada satuan pendidikan menongah, satuan pendldikan
tinggi, dan Lemhaga Pclatihan Kelja yang memberikan fasilitas!
Penempatan Tenaga Kerja k~padQalumninya.
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33. Parneran Kesempatan Kerja adalah aktivitas mempertemukan
sejuml~h pcnceri kerja dengan sejurnlah Pemberi Kerja pada
waktu dan tempat tertentu dengan tujuan penempatan,

34. I'orluasan Kesempatan Kcrja adalah upaya yang dllakukan uniuk
rnenciptakan lapangan pckerjaan baru dan/atau mengembangkan
lapangan pekerjaan Y8J1Stersedia.

35. Penyandang Dioabmtas adalab setiap orang yang mengaJami
keterbatasan fisiko intelektual, mental. dan/arau senaorik daJam
[angka waktu lama yang da1am berinteraksi dengan I!ngkung8J1
dapat mengalami bambatan dan kesulitan untuk berpartieipaai
secara penub dan erektir dengan warga negara Jainnya
berdasarkan kesamaan bilk.

36. Tenaga Kerja A8ingyang selanjumya disingkat TKAadalah warga
negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wileyah
Indonesia,

37. Pemberi Kelja Tenaga Kerjn Asing yang selanjutnya disebut
Pemberi Kerja TKA adalah Badan Hukum yang didirikon
berdasarkan bukum Indonesia alau badan lainnya yang
mempekerjekan Tenaga Kerja Asing dcngan memhayar upah atau
imbalan dalam bentuk lain.

38. Hubungan Kerja adalah hubungan eruera Penguilaha dengan
Pekerja/ Burub berdasru:kan Perjanjian Kerja, yang mempunyai
unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

39. Perjanjian Kerja adalah perjanjian amare Pekerja/Burub dengan
Pengusaha atau Pemberi Kesja yang mernuat syarar-syarar kerja,
bak, dan kewajiban para pihak.

40. Upah adaJah bak Pekerja/Burub yang diterima dan dinyatakan
dalam bernuk uang scbag7l1imbaJan dan Pengusaha atnu Pemberi
Kerja kepada PekerJafBurub yang ditetapkan dan dibayarkan
menurut suatu Perjanjian Kerja, kesepakatan, atau peraruran
perundang-undangan, termasuk tunjangan bag) Pekerjo/ Burub
dan keluarganya atas suatu pckerjaan dan/atau Jasa y8J1gtelah
ata u akan dIlakukan.

4 I.Jaminan Kehilangan Peket)oan yang selanjutnye cUs.bUldisingkat
JKP adalah jaminan sosial yo.ngdiberikon kepada PekerjafBuruh
yang mengalamr Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat
uang tunai, akses WK, dan Pclatiban Kerja.

42. Jamiruln SosiaJ adalah salah satu bentuk perlindungan $Osiai
untuk menjamin seluruh rakyal agar dapat memenuhl keburuhan
dasar .hidupnya yang layak.

43. Hubungan Industrial adalab suatu sistem bubungan y8J1g
terbentuk ""tara para pclaku ditlam proses produksi berang
danj'atau jasa yang tordiri dan unsur Pengusaha, Pekerja/Buruh,
dan pemerintah yang didasatkan pada nllal-nllal Pancaslla dan
Undang-Undang Oasar Negara RcpubJik Indonesia Tallun 1945.

44. Ser-ikat Pekerja/Serikat 8urub adalall org8J1isasi yang dibenluk
dart. oleb. dan untuk Pekerja/Buruh bail<di Perusahaan maupun
eli IURf Pe:rusabaan. yang bersual bebas, lerbuka. mandiri,
demokraU., dan l')ertanggung j:;lw8b guna mempeljuangkan,
membela serta melindungi bak dtu1 kepentin,gan Pekerja/Bun:tb
seTta men!ngkatkan kesejalllernan Pekerja/ Burub dan
keluQrganya_

45. Peraturan Perusaharu1 adaJah peraluran yang dibuat sceara
lertuJi. oleh Pengusaha yang memunt "l'arat-.yarot kerja dan tats
t.ertib Peru.aha.n.
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46. PeJjoJ\jinnKelja ~ama adalab perjanjian yang merupakan hesil
perundinga.n antara Serikat Pekerja/ Serikal Buruh atau beberapa
serikat Peketja/ Buruh yang tercatat pada instansi yang
bertanggungjawab di bidang Ketenagakerjaan dengan Pcngusaha
atau petkumpulan Penguaaha yang memuat syarat- syaraL k"rja.
hak dan kewt\iiban kedu a belah pihak.

47. Lembaga Kerjn Sarna Brpar-tit adeteh forum komunikasi dan
konsullssl mengenal baJ yang berkaiten dengan Hubungan
Industrial di satu Perusabaan yang anggotanya terdlr'i dan
Pengusaha dan Serikat Pckerja atau Serikat Burub yang sudah
tereatat pada Petangkat Daerah yang membidangi
Ketenagaketjaan atau unsur Pekerja atau Buruh.

48. Lembaga KcJja Sarna Tripartit adalah forum komunlkasl,
konsultasl, dan musyawarah ten tang masalah Ketenagakerjaan
yang 8nggotanya lerdiri dan UMIJr crganisasi Pengusaha, Serikat
Peker'ja/Serikal Buruh, dan pernerintah.

49. Perselisihan Hubungan Lndustrial adalah perbedaan pendapat
yang mengakihaLkan pertentangan antara Pengusaha atau
gabungan Pengusaha dengan Pekerja/Buruh atalJ. Serikat
P~ketja/Serikal Burub karen. adanya perselisihan mengenai bilk,
persellsthan kepentlngan.dan peraelisiben pemutusan Hubungan
Kkerja serta perselisihan antar Serikal Pekerja/ Serikru Buruh
banya dalam I (oatil) Perusahaan.

50. Mogok Kerja adalab tindakan Pcketja/Buruh yang direncenakan
dan dDaksanakan secara bersema-eama dan/atau oleh Serikat
Peketja/Serikat Buruh untuk menghentikan atau memperlambat
pekerjaan.

51.Penutupan Perusahean adalah dndakan Pengueabaunruk
menolak Pckerja/Buruh seluruhnya eteu sebagian uotuk
menjalanken pekeljaan.

52. Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran Hubungan Kerja
karcna suatu bal tertentu yang mengakibatkan bcrakhirnye hak
dan kewajiban antara Peketja/Buruh dan Pengusahn..

53.lnforms_; Ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian dan
analiaie data yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan
dokumen yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu yang
berkcsinambungan.

54. Sistem Jnformasi Ketenagakerjean adaleh suatu ekosistem digitsl
yang menjad! platform bagi segala jenis layanan publik dan
aktivitas bidang Ketenagaketjaan baik di pusat maupun daerah.

55. Dalam Jaringan yang ~11lIliuurye dieebut Daring adalah
terhubung metatui [ejaring kompurer, internet. dan sebagainya.

56. Luar Ja.ringan yang selanjutnya disebut Luring adalah terputus
dad Jejaring komputer.

57.Job Portal adalab lembaga berbadan bukum yang telah
memperoleh perizinan beruseha urnuk menyelenggarakan
pejayanan Penempatan Tenega Kerja DalBm Negerl. metetul
dru:ing-

58. Sistem Inrcrrnesl dan Aplikasi Pelayanan Kcienagakerjean yang
setanjumya disebut SlAPkelja adalah ekosistem digital
Ketenagakerjaan yang merupaknn transformasi dan Sislem
Informasi Ketenagakerjaan yang mengintegrEllril<Qnselurub
la,yarum bidang Ke,enagaketjaan sceara nasional yang dikelola
alch kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintaban di
bidang K••• nagaketjaan.
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Pasal 3
Tujuan Penyelenggaraan Ketcnagakcrjaan adaJah:
a. memberdayakan dan mendayagunakan Tenaga. Kerj. secere

optimal dan manusiawi untuk mendukung pembangunan Daerah
yang berkelanjutan;

b. rnewujudkan Perluesen Kesempatan Kerja yang merata dan
prodl.lktlf dengan menyelaraskari kompetensi pencari kerja melalul
PelatibanK.erja yang reJevan dengan potenel ekonemi Daerah;

c. membcrikan perlindun,gan dan kepastian hukum kepada Tennga
Kerjo don Pemberi Ktuja dalam pelaksanaan hak dan kewajiban
guns mewuiudkan Hubungan Industrial yang harmonia, dinamis.
dan bcrkeadilan; dan

d. meningkatkan kesejahteraan Tenaga Kerja dan keluarganya
sebagai bagian integral dan upaya peningl<atan kesejahteraan
mesyare.kat Deerah.

Pasa14
Ruang Ungkup Penyelenggaraan Ketenagakerjean meliputi:
8. PTK;
b. Pclatiban Keda. Pemagangan. Sertifikasi Kompetensi Ketja, dan

Produktivi!as 'renege. Kerja;
c. Penemparen Tenaga KtJjit~
d. Pcrluasan Kesempatan Kerja;
e. penggunaan TKA;
r. Hubungan Kerjs;
g. Perlindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan;
h. J.",iJ1an SO$ial
i. Hubungan lodustriaJ;
j. Sistem Informasi K.etenagakerjaan;
k. Pe:mbinaan;
I. koordinasi dan sinergitas:

Pasal 2
Penyelengganean Ketenagakerjaan dilaksanakan berdasarkan asas:
a. keterpaduan;
b. kemanfaatan:
c. keacWan sosial;
d. perlindungan dan kepaslian hukum;
e. sinergiUl.8;
f. produkti!itas;
g. kemitraan yang saling menguntungkan;
h. keterbukaan;
1. non diskriminasl:
J. pengerusetamaen gender; dan
k. pemberdayaan Tenaga Karla Daerah.

BAB 11
ASAS, TU.IUAN DAN RUANO UNOKUP

59. Kartu Dtgitnl Angl"""" Kerja yang 8clanjutnya disebut SIAPKerja-
10 adalah dokumen Ketenagakerjaan digital angkatan kcrja yang
berisi identitas din dan status Ketenagakerjaan yang diterbitkan
melalui SIAPKcrja.

bO. AnggllrEtrt Pendapatan dan Bclanja Dacrab yang selanjutnya
disingkat APBDadalah rencana keuangen tahunan Daerah yang
diletapkan dengan Peraturan Daerah,
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Pa."J 7
(I) Persediaan tenaga kerja sebagairnana dimaksud dalQJTIPasal 6 aYBI

(2)buruCa penghitungannya dilakukan dengan pendekatan tingkat
partisipasi angkatan keburuhan tenaga kerjn atau tuaran
pendidikan

Pasal6
( L) Dina. melakaanakan penyuaunan PTK Makro aebagalmena

dimaksud dalam PasaJ 5 ayal (2) huruf a, berdasarkan data dasar
Ketenagakerjaan, data khUSU8 Ketenagakerjaan, data
perekonomian dan data lainnya,

(2).RTI{Makro sebagai basil dari PTKMakro paling !iedikJ1memuat
infcrreael len tang:
a. persedlaan Tenaga Kerja;
b. kebutuban Tennga Xexja;
c. neraca Tcnoga Keria;
d. rencena investaei: dan
e. arab kcbijakan, strategl, dan program pembangnnnn

Ketenagakerjaan Daerah.
(3) Pcoyusunan RTK sebegalrnana dimaksud pada ayat (2)

ditakaanekan oleh tim PTKDaerah yang dibentuk seauai dengan
kelentuan peraruran perundang-unda.ngan.

(4) RTK Makro disusun untukjangka waktu 5 (lima)tabun.
(5)RTK Makro sebagaimana dimaksud pad. ayat (4) dilakukan

evaluasl untuk disesuaikan dengan kondisi Ung)cungan strategis
yang rnempengaruhi.

(6) EvaJUIIBisebagaimana dimaksud pada ayat (61.dilakuka.n oleh
instansi pemerintah pembina sektor lapangan usaha yang
bersangku tan di t1ngkat pus. L

Bagian Kedua
Perencanaan Tenega Ketj9 Makro

PasalS
(1) Dalam nmgka pcmbangunan ketenagakerjaan, Pcmerlnlah

Daerah menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan
tenaga kerja.

(2) PTKmeliputi;
a. PTKmakro: dan
b. PTKmikrn.

(3) DaJam penyusunan kebijakan, etratcgi, dan pclaksanaan program
pembangunan ketenagakerjaan yang berk.sinambungan.
Pemerinlah Daerah hams berpedoman pada perencanaan tenaga
kcrja ecbagaimana dlmaksud daJam ayat (1).

BaYan Kesatu
Umum

BABIn
PERENCANAANTENAGA KERJA

m. pelaporon; dan
n. pembiayaan.
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Prulal 10
(I) Setiap Pemberi Kerja yang melanggar ketentuen sebagaimena

dimaksud dalam Pasal 8 &yat (I) dikenakan sanksi administratif
b<:ru:pa:
a. lcguran Hsan;dan
b. peringatan tertuUs.

(2) PenjatuhOll sanksi administratif berupa teguran Iisan
sebagejmana dimaksud pads ayst (I) hu:ruI a disampaikan oleb
Kepala Dinas atau Pejabat yang berwenang kepada Pemberi Kerja.

(3) Pemberi Kerja yang tidak me1aksanakan reguran lisan
sebagaimana dimekeud pede ayat (2} akan dijstuhi sanksi
administratif berupa peringatan tertulis.

Pnsal9
(1) RTKMikro disusun untukjangka waktu 5 (lima)tahun.
(2) Setiap tahun RTK Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (I),

diJakukan peniLaian unruk disesuaikan deng;>n perkembangan
lcmbaga atau perusahaan.

Pasal8
(1) R'O( Mikro wujib disusun oleh Pemberi Kerja diantaranya badan

usaha milik Negara, badan usaha mUik daerab, Perusahaan
swaata serta badan lainnya.

(2) RTKMikro sebagal M$i1 dari PTKMlkro sebagaimane dimaksud
pads ayat (1) paling sedilcit memuat:
a. persediaan pegawai;
b. kebutuhan pegawai;
c. neraca pegawai:
d. program kepegawaian; dan
e. program kesetaraan Kesempatan Kerja dan diversi6kaai

Tenaga Kerja.
(3) Pcmberi Kcrrjayang mcnyusun RTKMlkro sebagaimana dimakaud

pada ayat (1) bertanggung jawab alas pelaksanaan dan
rnelaporkan hasUpelaksanaannya kepada Dinas.

(4) Dinas memberikan pembinann, pendampingan, monitoring dan
evaJuasl datom penyusunan RTl{mikro.

(5) Penyusunan RTK mikro dilaksanakan eesuai dcngan kctenruan
peraruran perundang-undangan.

S.gian Ketiga
Perencanaan Tcnaga Kerja Mikro

(2)Kebutuhan tenaga kerja.sebagaimana dimaksud dalarn Pasal6 uyat
(2) huruI b, penghitungannya dUakukan dengan pendekatan
kebutuhan tenaga kcrja dan pendekatan pcndayagunaan tenege
kerja, dengan m.empertimbangkan kebutuhan tcnaga kcrja di pasar
kerja Internaslonat.

(3)Neraca tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (21
c, dlsusun dengan membandingkan antara pcrsediaan tenaga kerja
dengan kebutuhan renaga kerja, untuk mengetahui kesenjangan
tenaga kerja.

('I) Ketentuan lebib lanjur mengenai metoda peng)1it:Unganpersedieen
tenaga kerja sebagaimano dimaksud pada ayat (1) dan
penghitungan kebutuhan tenaga kerja sebagalmana dimaksud
pada ayat (2), diatur dengan Perarurau Bupati.
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Pasal12
(I I Pelarihan Ketja diselonggarnkan eleh:

a. I..PKPemerintah Daerah;
b. I..PKewaste: dan
c. LPK perweahaan.

(2) Penyelenggara pelalihan ketja sebagelmane dimaksud pada ayal
(l) wajib memenuhi persyaratan.
a. tersedianya tenaga kepelatihan;
b. adanya kurikulum yang sesuai dengan tingkat pelatihan;
c. tersedianya. sarana dan prasarana pelatihan kerja; dan
d, tersedianya danH begi kelengeungan kegiatan penyelenggaraan

pelatiben ketja.
(3) Dinas capal menyelenggarakan Pelatihan Kerja secara mandiri

atau bekerja sama dengan I..PK.
(4) I..PK Pemerinr.ab Daerab sebagaimana dimakaud pads ayal (1)

huruf a datam rnenyelenggarakan Pelatihan Kerja dapar bekerja
sarna dengan swasta,

Paragrafl
!'enyelenggaraan Peladhan Kerja

Bagian Kesatu
Pelatihan Kerja, Pemagaogan DaJam Negeri dan Sertilikasi

Rompetensi Kcrja, serta Pemagangan Luar Negeri

BAH IV
PELATlHAN KER.JA, PEMAGANGAN DALAM NEGERI DAN

SERTIFIKASJ KOMPETENSJ KERJA, PEMAGANOAN LUAR NEGERI,
SERTA PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Pasal II
(1) Pemerintab Daerah dapat memberikan inaentlf kepada Pemberi

Kelja yang rnenyusun dan menyampalkan laporan hasU
penyusunan RTK mikro sebagalmana dimaksud dalam Pasal 6.

(2) Insenti! sebegsdmena dimaksud pada ayat (I) dapat berupa:
a, pemberian penghargaan:
b. kemudahan dalam pelayanan dl bidang Ketenagal<erjaan;
c. prioritas dalam keikutsertaan pads program Pemeriman

Daerab elibidang Ketenagakerjaan: dan/atau
d. bentuk insenti! lainnya sesuai dcngan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
(3) Ketentuan lebib lanjut mengenai kriteria, bcntuk, dan lata cam

pembcrian insenti! sebagaimona dimaksud pada 1I,ya1(1)dan ayat
(2) eliatur dengan Peraruran Bupati,

(4) Peringatan tertulis sebagairoana dimaksud pada aya! (3) dapat
dikenakan paling banyak 3 (Uga) kali sccara berturut-turut
masmg-maaing unruk jangka waktu 3 x 24 (liga kali dua puluh
cmpa I) jam,

(5) Ketenruan Icbih Is"jut mengenai tala care pcncrapan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pads eyal (1)sampai dengan
ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupali.
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PasnJ 14
(I) Pemerintah Daerah menyelenggaraknn PeJatihan Kerja yang

relevan dengan kebutuhan pasar kerjo dan potensi ekonomi
Deerob yang dirancang dan dipromosikan secara inklusiI untuk
mendorong partisipasi setara dari seroup gender.

(2) Dalam penyelenggaraen Pelatiho.n Kerja sebagaimans dimaksud
pads ayat IJ), Pcmerintah Oaerah:
a. menyediakan ""1lUUt dan prasarana pelatihan yang memadai

sesuai dengan standar kcmpetcnai;
b. memfasilitasi peserta yang telah lulu. pelatihan untuk

mendapatkan aleses inl'on:oasi pasar ketja; dan
e. memprioritaskan lulusan pelatlhan untuk dilibatkan datam

program Pertuasan Ke•empatan Kerja yang diselenggarakan
oleh Pemerintah Daerah,

(3) Untuk menunjang eCektivitas penyelenggaraan pelatihan dapat
dlbentuk Unit Pelaksana Tokni. pada Dinas.

(4) Pemhentukan Unit Pelaksana Teknis sebegafmana dimaksud pada
"yat (3) dUaksanakan seaual dengan kerentuan peraturan
perundang-undangan mengenai Perangkat Daerah,

Pasal 13
(II Perangkal Daerah lain di lingkungan Pemerintah Daerah dapat

menyelenggarakan Pelariha» Kerja seeuai dengan tugas dan
fungsinya.

(2) Penyelenggaraan Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada
aye! (I) dikoordinaslkan oleh Dinas dan datanyaterlntegrasi dnJam
sistem lnformas! Kerenagakerjaan Daerah.

(3) Oalam rangka sinergi dan Jrolaborasi penyelenggaraan Pelatihan
Kerja, Pemerintah Daerah mcogoptimalkan peran lembaga yang
sudah ada, rermesuk LembagaKerjn Sarna Tripartit.

(5) I.PK Pemerint9h Oaernb dan LPK Perusahaan yang
menyelenggo.rakan kegiatan Poiatihan Kerja di Oaerah wajib
menyampruKan laporan pelaksanaan kcgiatannya kepada Dina.
sobagllJ bagian elari rungsi pembinaan dan pcngawasan.

(6) Perizinan Berusaha bagi LPKSwasta sebagaimena dlmaksud pada
ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui sistem perizinan berusaha
terintegrasl secara elektrcnik sesuai dcmgan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

(7) Penyclcnggsraan Pelatihan Kerja oleh I.PKsebagaimann dlmaksud
pada ayat (1) harus seJarasdengan sistem Pelatihan Kerja naelcnal
yang bereeieruasi pada keburuhan pasar kerjadan potensl Daerah.

(8) Pelatiban Kerja dlselenggarakan dalam sistem peJatihan berbasis
kompetensi yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi,
Produktivitas, dan daya srung Tenaga Kerja. Peserta Pelatihan
Kerja dan Pemagangan wajib mendapatkan perlindungan program
jaminan sosial seeuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangon.

(9) Ketcntuan lebih lanjut mengenai substansi dan tata cara
pelapornn sehagaimana dimaksud pada ayat (5) dlatur dalam
Peraturan Bupeti.
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Pa",,1 18
Peserta Pemagangan di dalam negeri meliputi:
a. pencari kelja; dan
b. Pakerjal Burub yang akan ditlngkalkan kcmpeteneinya.

Pasal 17
(1) Perusahaan yang aknn menyelenggarakan Pemagangan di dalam

wilayab Daerah wajib mengajukan permohonan persetujuan
penyelenggaraan Pemagangan kepada Dinas,

(2) Perrnohonan sebagaimana dimeksud pad. 'lYat (1) diajukan secara
tertulis dengan melampirkan program Pemagangan,

Pasal 16
Peoyelenggnro pemagangan dilarang mengikutsertoknn peserta
pcmagangan yang relah mcngikuti pemagangan pada program.
jebatan, danl arau kuaJifasi yang same.

Pasal 15

PaTBgrar2
Pemagangan Delam Negeri dan Sertifikasi Kompetensi Kerj.

13·

untuk
dapet

pcrsyaratan
Dalam Negen

(I) Perusahaan yang mernerruhi
menyelenggarakan pemaganlP'o di
menyeknggaran Pemagangan.

(2) Perueahaan sebagafmana dimaksud pada ayat (1) banya dapat
menerima pescrta Pemagangan paling banyak 20% dati jumlah
Pekerja/BuTUh di Perusahaan.

(3) Untuk dapal menyelenggarakan Pemagangan, Perusahaan horus
memilikJ;
a, Unit Pelatlnan;
b. program Pernagangan;
c. sa..tana dan preserane: dan
d. Pemblmbing Pemagangan atau Instrukrur.

(4) Unit pelatihan sebagaimana dimoksud dalam ayal (3) hurur a
dapat millk perusahaan, milik perusahaan lain. danl atau W>K.

(5) Program pemagangan sebagaimana dimaksud dalam "YRl(3) huruf
b disusun mengacu kepada Stander- Kerja Kompetensi Nasional
Indonesia. Standar Ketja Kompetensi Khusus dan latau Stander
Kompetensi Kerja Internasional.

(6) Batasan waktu pcmangangan sebagaimana yang dimaksud daJam
ayat. (2) maksimal paling lama I (satu) tahun.

(7) Sarana dan prasarana sebagaimanadimaksud dalam eyet (3)
huruf c terdiri dar! ruang teori dan praktik, ruang praktik ketja
dan kelenglapan alat keselamatan dan kesehatan kerja serta buku
kegiatan bagi peserta Pemegangan.

(6) Pembimblng pem ..gaegan atac instrwktur sebagairnana dimakaud
dalam ayat (3) huruf d haTWImemcnuhl persyaratan;
a. merupakan pekerja perusahaan penyelenggara pemagangan

paling singkat 6 (eoam) bulan;
b. sebat jasmani dan rohani;
c. memUilci kompetensi teknie dan metodologis sesuai dengan

program pemagangan; dan
d. ditunjuk sebagai pembimblng atau instruktur oleb plmpinan

pcrusabaan dibuktlkan dcngan sural penunjukan,



Pasal25
Dinas mengembengkan slstem informasi pemetaan kompetensi
Tenaga Kerja Daerah umuk mendukung er"ktivilas program Pelatlban
Kerja dan Pemagangan.

Pasa! 24
(1) Penyclenggara Pcmagangan dapat memprioritaskan peserta yang

telah rnenyelesaikan program Pemagangen dan/alsu mcrrtiliki
""rtifikal Kcmpetensi Kelja untuk dlrekrut mffij~di
Pekclja/ Burub.

(2) Pemertntah Deerah melalul Dirtas memfa.UilBSi Iulusan program
Pemagangan untuk mendapatkan akses inform,asi pasar kerja QLQ-U

program kcwiraUBabaan.

Pasa! 23
Peserta Pemagangan yang telab menyelesalkan program Pemagangan
berhak rnengikuti ujl kompetenai untuk memperoleh sertillkat
Kompetensi Kerja dan lembaga yang berwenang.

P8sal22
Penyelenggaraan Pcmagangan bagi Penyandang Disabilitas wajib
menyediakan akomodasi yung I..yak sesuai dengan kebutuban Y"o8
bersangkutan.

Pasa121
Penyelenggara Pemagangan dilnmng memungut biaya dalnm bentuk
apapun kepada peserta Pemagangan se lama proses rekrutmen dan
pelakeanaan program Pemagangan.

P8sal20
Dalam btU rerjadi perubahan status peserta Pcmagangan menjadi
Pekerja/ Surub sebagairnana dimaksud daJam Pasa! 16 ayat (3).
penyelenggara Pemsgangan _jib memenuhi hak Pekelja/Buruh
sesuat dengan ketentuan peraturan perundang-undengnn di bidang
Ketenagakeljann terhitung sejak yang bersangkutan memulai
Pemagangan.

Paw 19
(I) PenyeJenggnraan Pemagangan wajib didasarkan pads Perjanjian

Pemagangan sccara tertulis
(2) Pcrjanjian Pemagangan eebagaimena dimaksud pad. ayal (1)

paling sedikll memual:
a. hak dan kewnjiban peserta Pemagangan;
b. bak dan kewajiban penye1enggara Pemagangan;
c. program Pemagangan yang mencakup jenis kompetensl yang

akan dicapai;
d. jangka waklU Pemo.gangan; dan
e. rinann dan besaran uang saku.

(3) Pem.agangan yang diselenggarakan tanpn Perjanjjnn Pemagangan
sebagaimana dimaksud pads ayat (1) dianggap tldak sab dan
.'atus peserta Pemagangan berubab menjadi Pekcrja/Buruh
Perusahaan penyelenggam Pcmsgangan.

(4) SaJinan Perjnnjian Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) _jib disampaikan oleh penyelenggara Pemagangan kepada
Dina. unluk dicatatkan paling lambal 3 (Ug.) har! kerja setelah
di,andalangani.
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Pasal29
(11LPK atau Perusahaan atau Instansi Pemerintah _u Lembaga

Pcndldikan dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur
danj'arau pekerja yang Icbib berpengalaman, dalam prose.
produksi barang dan/alau jasa dalam rangks mcnguasai
keterempdnn dan keahlian eertenru depet menyelenggaraken
Pemagangan eli Luar Neged.

(2)LPKsebagaimana dimaksud dalam ayat (1)yakni:
a. Instansi Pemerintah;
b. Badan Hukum; atau

Paragraf3
Pemagangan Luar Negeri

Pasal28
(l) Pembinaan terhadap pcnyelonggaraan Pcmagangan eli daJam

negeri cIiJ,QkukanDinas.
(2) Pembinaar; sebagaimana dimaksud pads ayat (1) dilakukan

terhadap:
a. program Pemagangan;
b. pembimbing f>emagangan; dan
c. sistem dan metode penyelenggaraan Pemagangan.

(3) Pengawasan terhadap penyelengaraan Pemagangan di dalarn
negerl cIiJaksanakan oleb pengawas Ketenagakerjaan,

Pasal27
(I) Penyclenggara Pecmo.gangan yang melanggar ketentuan

sebagaimlUlElctimaksuddalEtm Pasa] 15ayat(1). Pasal17ayal(1).
Pnsa1 19 ayat (I) dan "Yilt (41. Pasal 21. dan Pasa! 26 ayal (I)
dikenai sankai administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana ctim-aksudpada ayat (1)berupa:
a. peringatan tertulie:
b. petnbatasan kegjatan penyelenggaraen Pemagengarr; dan/ato u
c. rekomenclasi kepada instansi yang berwenang untuk

melakukan pcmbekuan atau pencabutan Perizinan Berusaha.
(3) Peringni.an lerLulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) buruf a

dapa; diberi1<an paling banyak 2 (dua) kali dengan ienggang
wakru mastng-rnasing 7 (tujuh) hari kerja.

(4) Oalam hal pertngatan tertulis kedua tidak diindahkan, dikenakan
sanksi pcmbatasan kegiataJl penyelenggaraan Pemagangan
untuk jaogka waktu tertenn •.

(5) Oalam hal pelanggaran berai atau sanksi sebagairnane dimaksud
pada oyaL(4) tidak dlindahkan, Oina~ mernbertkan rekcmendael
pengenaan sanksi leblh lanjut kepada lnstansi yang berwennng
sesuai dengan ketcntuan pcratunsn perundang-undangan,

(6) Ketcntuan 'lebih lanjut mcngenai tala cars pengenaan sanksi
edmlnistratif dlarur de.nga.n Peraturen Bupati.

Pasal26
(11 Perusahaan pcnyclcnggara Pcmagangan wajjb menyampaikan

laporan akhir pclakeanean program Pwnagangan kepada Dinas
paling lambsl I (88lu) bulan setelah program berakhir.

(2) Dinas melakukan pemblnaan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan Pemagangan eli Daerah.
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I'a1!aI 31
(I) Peserta Pemagangan bagi LPK Swasta dan instansi pemerintah

yang meneyelenggarakan Pemagangan di luar negeri harus
memenuhl persyaratan:
a. seJrurang-kurangnya berpendidikan SLTAatau sederajat
b. persyaratan lain seeual dengan keburuhan program.

{2}Peserta Pemagangan bag! perusahaan yang meneyelenggara.kan
Pemaganpn di IUM negert harue memenuhi per-syer-atart:
a. berstarus sebagai pekerja di perusahaan yang bersangkutan;

dan
b. persyartllan lain sesual dengan kebuLuhan program.

(3) Peserta pemagangan hagi lembaga pendidikan yang
meneyclenggarakan pemagangan di luar negeri harus memenuhi
persyaratan:
a. bersterus sebagai .iswa/ mahasiswa dl Jembaga pentlidika.n

yang bersangku tan; dan

Pasal30
(II LPK swasta penyelonggara pemagangao yang .elah memiliki izin

LPK wajlb memilki izin penyelenggaraan pemagangan dari
Direktorat JonderaJ Kementerian Ketonagakerjaan RepubUk
Indonesia.

(2) Perusahaan. Instonsl Pernerintah dan Lembaga Pendtdikan
penyelcnggara pemagangan untuk jangka waktu paling lama 3
(tiga) bulan harus terdeJiar pads Dina. Ketenagakerjaan dan
Tranemigrasi.

(3) Perusabaan, tnetansl Pcmerintah dan Lembaga PendidUran
penyelenggara pemagangan mclcbihi jangka waktu 3 (tiga) bulan
wajib mamiUki lando dafter eebagel pcnyelengga.rs pemagangan
daTi Direktorat Jende.ral Kementerian Ketenagakerjaan Repubhk
tndcnesla,

c. PeroTangan.
yang memenuhi persyarstan untuk menyclenggaraka.n PelaUhan
KeJjo.

(3) LPK yang telah mendapalkan izin atau perusahaan atau instansi
pemerintah yang lelah terdaftar pada Direktorat Jendcral yang
bettanggung jawab di bidang Pelauban Kerja di lingkungan
Kem.enterian Kelenagakerjaan Republik Indonesia untuk
melaksanalmn Pemagnngan di Luar neged.

(4) Pcnyclcnggara Pcmagangan Luar Ncgcri adalah
a. L.PKSwasta;
b. Peru se haan:
c. lnstansi Pemerintah; dan
d. Lembaga Pendidikao.

(5) ['PK swasta sebagaimana dimakaud pada ayal (4) huruf a hanya
dapat rnenyelenggarakan Pemagangan untuk masyarakat umum.

(6)Perusahaan sebagaimana dlmaksud pada ayat (4) hurul b hanya
dapat menyelengga.rakan Pemagangan untuk Pekerjanya,

(7) Pemerintah. sebagaimana dimaksud pada ayat (4) buruf c raitu
inatansi yang menyelenggarakan Pemagengan unrok masyarakat
umum.

(8)Lembaga Pendidikan sebagaimana dimakaud pada ayat (4)huruf d
yalta lembaga pendidlkan yang menyelenggarakan pcmagangan
uotuk siswa/mahasiswa yang dUaksanakan oleh Perangkai
Daerah yang mcnyelenggarakan urusan pendidikan.
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Pasal33
(l) Pembinaan eli luar negeri terhadap penyelenggara Pemaga.ngan

dnakukan oleh Direkterat Jenderal bekerjasame dengsn
perwakitan Republik Indonesia di luar negert.

b. persyaratan Jain sesuel dengan kurikuJum yang diInksanakan.

Pasal 32
(1)Penyelenggara Pemagangan wajib memlUJdprogram Pemageogan.
(2) Proram Pemagangan bagi LPK swasta sekurang-kurangnya harus

memuat:
a. nama pelatlhan Pemagangan;
b. tujuan dan sasaran program Pemagangan;
c. program kejuruan;
d. pelaksanaan program Pemagangan; dan
e. dndllk laf\Jul pasca Pemagengan.

(3) Program kejuruan sebagaimana d[maksud pada ayat (2) huruf c,
sekurang-kurangnya memuat:
a. persyaratan pcserta;
b. tingkst dan kualifik".1 kompetensi yang akan dicspai;
c. kurlkulum dan snabl;
d, jadual pelaksanaan program;
c. pcrangkat lunale yang dipergunakac;r. perangkat keras yang dipergunakan;
g. instru.ktu.r dan ienaga kepelarihan;
h. sistem dan metode pelatlhan;
i. persyaratan keluJusan;
j. sertifikasi kcmpetensl:
k. perjanjian Pemagangan: dan
1. sarana dan prasarana, instruktur dan tenaga kepelatihan

serta workshDp sesuai dengan kejuruan.
(4)Pelaksannan Program Pemagangan sebagalmana dimaJosud pada

ayat (2)huruf d, sckurang-kurangnya memuat:
e. nama. "Jamal LPKdan pcnanggungiawab program;
b. nama, alamat perusahaan tempat Pernagangan, dan

penanggungjawab program;
c. monitoring dan evaluasi; dan
d. pelaporan.

(5) Tindak lanjut p•• ca Pemagangan .ebogaima.n.a dimaksud pada
ayat (2) huruf e. rneliputi:
a. penempatan dalam negeri:
b. penempatan luar negeri: dan/atau
c. usaha mandlri.

(6) Dalam hal LPKSwaSta tidak mcmlJlld persyaratan sebagaimana
dimaksud pada aynt (3) bUTUfI, make LPKSwe.Ullerscbul harus
bekerjasama dengnn l..PK lain yang sesuai dengan kcjuruan
Pemagangan yang eken dlJaksanakan dalarn bentuk petjanjian
Keljasama,

(7) Dalam hal LPK SWU5l1lLidakmemillkl persyaratan aebagaimana
dimaksud pada ayat (3) buruf I, maka LPK SWBstatersebut harus
bekcrjasama dengan LPK Jain yang sesuai dengan kejuruan
pemegangen yang eken dilaksanakan dalam bentuk peIjanjian
Kcrjasama.

(8) Penyelcnggera pemegangan tidak diperbolehkan
mengikutsertakan kembali peserta pemagangan untu.k program
pemagangan yang sama.
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PaaoJ 37
(11Pcmcrintab Oaerah melaksanakan pembudayaan ProduktivitllS

melalui 8Osislisasl. dloemlnasi. dan pemberian penahargaan
ProduktivitaB kepada Perusahaan dan 'renege Kerja.

Pasa136
(I) Pemerlntah Daerab mendorong dan memfasilitasi Perusahaan

untuk melakukan penguJruran dan peningkatan Produktlvitas.
(2) Peningkatan Pr-o<iuktivilMsebngaimana dimaksud pada eyat [1)

dapat dllakukan melului pengembangan kompetens!
Pckerja/F.lurub. perbaikan metode kerja, dan penerapan teknologi.

(3) Perusahaan melapcrkan program dan basil pcningkatan
ProduktMtiUJ nya kepada Dinas sebagai bagian ctari waJib lapor
Kctenagakerjaan di Pc:rusahaan.

Posel35
(110alam rangka penyusunnn kebijakan Ketenagakerjoan. Dinas

melakukan pengukurnn Produktivitas Tennga Kerja pada skala
Daerah eecara berkola.

(2)Pcngukuran Produkttvit ... sebagairnana dimaksud pada "yet (I)
meneakup tingkal indivldu, mikro Perusahaan, dan makro
Daerah,

(3)Hasil pengukuran Produktivilas sebagaimana cUmaksud pada ayat
(I) mcnjacli salah satu dasar clalrun perumusan program
penlngkatan kompet"".; dan daya aolng Tenaga Kerja.

Paragraf2
Pcngukuran Produkdvitas Tennga Kerja

Pasal 34
(1)Pemerlntah Oaerah memfasilitasi pelayanan peningkatan

Produktivitas Tenaga Kerja yang dilaksanakan secara terpadu
dcngan melibatkan duma "saba dart c1uniapendidikan.

(2)Pelayanan peningkalan produkrrvnes sebagaimana dimaksud
pada ayst (1)meliputi kegiotan:
a, promosi Produktivitas:
b. pengukuran dan anollsis Produktivitas;
c. konsultansi dan pendamplngan peningkatan Produktivitas:

dan
d. pemeliharaan budayo Produktivrtaa.

(3)Pelakaanaan pelayanan peningkatan Produktivitas
diselcnggarakan dengan prinsip relcvan. efcktif, efislen, terukur,
dan berkelanjutan.

Paragraf 1
Pelayanan Prcduktivitas

Bagian Kedua
ProdukUvitas Tenaga Kerja

(21Pembinrum sebagaimana cUmaksud pada "),llt (11meliputi:
a. program;
b. aumber daya manuala:
C!. rasllilas;
d. metode; dan
e. sistem penyelenggarean Pemagnngan.
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Paw 43
(I) fPK sebegaimena dimak sud dalam PasnJ 42 ayat (2) huruf a,

merupa.1aLninformas ; mengcnai peraedlaan Tenega Kl;Jja.
(2) LPKsebagaimana dimaksud pads ayat (I). paling sedikit memuat:

a, identllas Pencari Ketja;

PasaJ 42
(I) Pelayanan IPK sebagaimana dimaksud dalem Pasa] 41 ayal (2)

huruf 8 dilakukan meJalui pcnyed.iaan dan penyebartuasan !PK.
(21 !PKsebagaimana dlmaksud pada ayat (I), paling sedikit memuat:

a. lnformasi pencarl kcrja;
b. informasi lowongan pekerjaan; dan
c. Infcrmaai penempatan tenaga kerje.

Pasai 41
(I) Pelaksana Penempatan Tenaga Kerjll menyelenggarakan fungs;

PPTK.
12) Penyelenggaraan fungsl PPTK sehagaimana dimaksud pads ayat

(.II meliputi tugae;
a. peJayanan IPK;
b. pelayanan pcnyuJuhan dan blmblngan jabatan; dan
c. pclayanan pcrantaraan kerja,

PasaJ 40
Pelaksana Penempatan Ten"&8 Kerja lcrdiri dari:
Q.. Dines;
b. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta; dan
c. Bursa KeJja .Khusus.

PasaJ 39
Setiap Tenaga Kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama
tanpa diskriminaai untuk mcmperolch pckctjaan dan penghasilan
yang layak. haik di dalam maupun di luar negen sesuBi dengan
keahllan, keteramptlan, bakat, mina; dan kemampuan.

8agian Kesaru
tJmum

BABV
PENEMPATAN TENAGA KERJA

p.asai 38
(I) Untuk menunjang efektivitas pelayanan pelatiban kerja dan

peningkaian Produktivilas dapat dibentuk Unil Pclaksana TekniB
Deerah pada Din••.

(2) Pembenrukan Unit PeJakoana TekniS Daerah sebagaimana
dimaksud pads ayat (I) dilaksanakan sesuai dengan kelenruan
pemtumn perundang-undangan mengenai PemngkntDaerah.

Bagian Ketiga
Kelern bagaan

(2)Ketentuan lebih lanjut mengeoai pedoman telmis pelaynnan
peningkatan Produktlvitas dan lata cara pemberian penghargaan
eebagaimana dimaksud pad. ayat (I) diatur daJam Pcraturan
Bupali.
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PasQJ 46
(I) Pela.ynnan pernntaraan keoja sebagaimana dimaksud dalam Pasal

41 ayat (2) hurur c meUputi:
a, pclayanan kepada pencari kcrja;
b. peleyenan kcpad .. Pemberi Kcrja;
c. penearian lowongan pckcrjaan:
d. pencocoken antara Pencari Kcrja dcngan Iowongan pekerjaan;
e. Penempetan Tenaga Ke<Jadl dalem dan di luar Hubungan

Kcrja;
I, tindak ianjut Penempatan kerja; dan
g. peiapnran Penempatan Tenaga Kerja secara berkala.

(2) Penempatan Tenaga Kerja dJ luar Hubunga.n Kerja •• bagaimana
dimaksud pada ayel (II huruf e dllaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraiuran perundang-undengan.

Pa.a145
Pefuyanan penyuluhan dan bimbingan jabatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 ayBt (2) huruf b terdiri atas:
a. peia,yananpenyulubnn jabatan; dan
b. pelayanan bimbingnn jabntan.

b. l<cahUanatau 9Crtifilmt kompeten$l yang dimiliki;
c. pengalaman kerja~dan
d. jenis pekerjaanj' Upah yang diinginlmn.

Pasal44
(1) Inform",.i lowo.ngan pekerjaan sebagaimana dimaksud pad. Pasal

42 ayat (2) huruf b paUng sedikit memuat:
a. identitas Pemberi Ke:rja;
b. nama jabatan danjumlah Tcnaga Kerja ynng dibutuhkan;
c. mass berlaku lowongan pekerjaan; dan
d. inforrnasi jabaran memuat:

1. usia;
2. jenis kelamin:
3. pcndidikan;
4. keterampilan atau kompetensi;
5. pengalaman kerja;
6. upah atau gaji:
7. domisili wilayah kcrja;
8. rlngkasan uraian IUgall;
9. uralan rugae: dan
10. inrormasilain terkaitjabatan yang diperlukan.

(2) Informasl towongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) bersifal terbuka dan dapar diakses oleh setiap pencarl kerja.

(3) Setiap pengusaha wajib tnetaporkan secara tertulis paling sedikit
1 (sa tu) bulan sebelum seHap lowongan pekerjaan kepada Bupau
melalui Dinns terkait,

(4) Pendaftaraan pencad kerja dilakukan oleh Dinas untuk:
mcndapatkan kuaUflkasi pcncari kerja.

(5) Pelayanan inform.", kcria dan lowongan pekerjaan tidak dipungut
bia.ya.

(6) Penynjian dan penyebaran IPKwlljib dilakukan melalui;
a. media online;
b. papan pengumuman;
c. mediacetak elektronlk, dan/atall
d. laynnan Ketenagakerjaan digital milik Pernerinta Oaernh.
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!'asaJ 50
(I) Seliap Pcmberi Kerja di Daerah wajib melaporksn setiap lowongan

pekerjaan kepada Mcrnteri melalui SlAPkelja dan/atau layanan
Ketenagakerjaan digital mllik Pemerirnah.

!'asa149
(l) Peneari Kelja yeng akan bekerja harus memiliki SlAPkclja-ID.
(2) Penca,; Kelja sebagarmana cIlmaksud daJam ayat (1) harus

merniliki akun SIAPkerja.
(3) Untuk mengakses informasi lowongan pckerjaan melalui SlAPkelja

dan layanan Ketenagakerjaan digital milik pcm"rintah Jairmya,
Pencari Kerja terlebih dahulu mengiei prcfll data dirt dan
mendaftar sebagai Pencari Kelja.

(4) Promosi Pcnca.ri Kelja dan lowongan pekeljaan merupakan
kegiatan unruk mempromosikan Pencari Ke.rja kepada Pember!
Kerja dan mempromosikan lowongan pekerjaan kepada Pencari
Kerja.

(5) Promosi Pencari Kelja dan lowongan pekerjaan sebagaimana
dimaksud pads ayat (1) dllakuksn melalui kegiatan Pameran
Kesempatan Kelja arau melajul kunjungan Iapangan.

(6) Pencari Kerja yang Ingin dlpromoslkan melalu! Pameran
K.""mpatan Kerja w'\iib memililci SlAPkerja-JD.

(7) Pencari KeJja yang belum memlliki SIi\Pkerja-IO dapai melakukan
pendaftaran aJrun melalui SIAPkerja tanpa clipungut biaya.

Pasal 48
PPl'Kdapat dilakuka.o eecara Luring maupun Daring yang terintcgrasi
dengan InIormasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan yang
disingkat menjadi SlAPKERJA dan/atau layanan Ketenagakerjaan
digital mnik Pemerintah lainnya,

Bagian Kcdua
Mekaniome Pelayanan Penempatan Tcnaga Kelja

PasaJ 47
(1) Pl'TKS yang menyelenggarakan pelayanan penempatan Tenaga

Keoja di Oaerah wajib memiliki Perizinan Berusaha yang
dlterbltkaa oleh lembega yang berwenang sesuai dengan
ketentuan pcraturan perundang-undangan.

(2) BKKyang menyelenggarakan pelayanan penempatan Tennga Kerjn
di Daerah wajib terdaftar pada Din" s.

(3) PPl'KS dan BKKsebagaimana cIlmaksud pada ayat (1) dan ayal (2)
wajib rnenyampaikan Iaporan kegiatannyn sccara berkala sctiap 6
[enam] bulan kepada Dina •.

(4) PPTKS dan BKK yang mejanggar ketenruan sebagaimana
dlmaksud dalam ayot (l) dan oyal ('2), dikenal sanksl administratif.

(51 Sanksi administratif sebagnlmana dlmaksud pada ayat (1)berupa:
a. pcringalan tertulis;
b. pembateean kegiatan penyelenggaraan Pelayanan cenempatan

Tenaga Keoja; dan/atau
c. rekomendasi kepada instansi yang berwenang untuk

melakukan pembckuan atau pencabutan Perizinan.
(6) KClencuan lebih laojul mengenai tata cam pcngenaan sonk.i

administratif diarur dalam Peraturan Bupati.
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Pssal 5l
(l) Pnmeran KesempaUln Kerja eebagalmana dimakaud dalarn PQAAI

49 a,yat (5) dapat dlselengganakon seeara Daring atau l-uring oleh:
a. PPTKS, P3RT, Job Portal;
b. BKK;
c. lembaga berbadan bukum;
d. kcmenterian/Iembaga; atau
e. Dina$.

(2) Penyelenggam Pameran Kesempatnn KerjasebagaimanadlmnKsud
pada ayat (11dilarang memungut biaya dari Pencari Kerja.

(31Pcnyclenggara Pameran Kcscmpetan Kerja sebagaimana dlrnaksud
pada eyal (1) dalam penyelenggaraan haru. memenuhi standar
keselamafan dan kesebatan kerja,

(4) Pcnyclenggara Pamcnan Kcscmpatan Keria sebagaimana dimaksud
pad. ayat (1) mclibatkan pengantar kerja dan/atau petugas antar
kc:rja.

15)PPTKS, P3RT, Job Portal, BRK, atau lembaga berbadan hukum
sebagal pcnyelenggara Pameran Kesempalan Kelja wajib
memperolcb persetujuan dari kepala Dinas lambat I (satu) minggu
sebetum penyclenggaraan dengan pcrsyanatan scsual dengan
peraturan yang bertaku

(6) PPTKS, P3RT, Job Portal, BKK, atau lembaga berbadan hukum
""bagai pcnyelenggara Pameran Kesempatan wajib melampirJmn
persyaralan berupa:
a. perisinan berusaha atau tends daltar;
b. Izin lolalsl penyelenggaraan Pamerae Kesempatan Kerjai
c. surut pcmyataan dati penanggung jawab kegiaum Pameran

Keeempatan Kerja yang bertsk
1. kesanggupan untuk melaporkan data penempatan has.il

pelakeanaan Pemeran Kesempatan Kerja;
2. kesanggupan menyediaken informas I lowongan dan

ruilits.; akses kemudahan bagl Penyandang Disabilitaa;
3. k•• ediaan menggunakan SlAPkc:rja;
4. tidak me:mungut biaya kc:pada.Pcncari Kcrja.; dan
5. meme:nuhi stan dar.

(21 Dalam bal lowongan pekerjaon sebagaimana dtmaksud pada ayat
(11 telah terisl, Pemberi Kerja wajlb melaporkan status keterisian
tersebut kepada Menten me1a1ui Sistem. lnformasi
Ketcna,gakcrjaan naetenel.

(3) Pelaporan sebagairnana dlmaksud pada aYAl (I) dan a,yal (2)
dilaksanakan sesuai dengan ketenruan pera turan perundang­
undangan mengeoai wajib !apor lowongan pekeljaan.

(4) Setiap Pemberi Kerja dlIacang mencantumkan persyarat.an
berbasls gender, usia, suku, agama, res, atau koodis-i fisi.k.yang
tidal< releY8l1secara langsung dan substaaur dengan kuaJllikasl
dan unjul< kerja jabatan dalam pengumuman lowongan pekerjaan.

(5) Proses seleksl Tennga KcJja wajlb dilaksanakan berdasarkan
prinsip objektivitas dan penilaian Kompetensi Kerja.

(6) Pemberl Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dlmaksud
pads ayal (l) dlkenal sanksl admlnistratlf.

(7) Sanks! administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:
a, peringatan tertulis;
b. pcmbatasan kcgiatan u.saha; dan
e, rekcmendasl kepada in$tansi yang berwenang untuk

melakukan pembekuan atau pencabutan Perizinan Berusaha.
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PaaaJ 54
(11 Pemerintab Daerah membentuk dan menyeJenggarakan Unil

I..ayanan DisabiJita. bidang Ketenagakerjaan pada Dinas.
(2) Unit Layana.n DisabUita8 sebagaimana dimaksud pada ayal (1'

berfungsi untulc

Pasal53
(1) Dairun raogka pcmberdayaatl Tennga Kelj.. Daerah, Pcmberi Kelja

w"jib memberikan prioritas kepada 'renege Kerja Daerah yang
memenuhi pe:rsyarata.n jabatan dan k:u.alifik.asj kompetensi untuk
mcngisi lowongan pekerjaan di Perusahaan,

(2) Apabila kebuluhnn [onaga kcrja dJ perusahaan bolum terpenuhi
oJehTenaga Kerja Daerah •ebagaimana dimaksud dalam ~l (I),
maka dapat merekrut tenaga kerja dari Iuar Daerah,

(3) Pelaksanaan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan mclaJuj kerja same antare Pember! Kerjadengen Dlnas,
yang meliputi:
a. penyampaian data kebutuhan ienaga kerja dan kuaUfikasi

jabatan oleb Pember! Ketja kepadn Dinas: dan
b. fasilitasi oleh Dinas dalam penyediaan calon Tonaga Kerja.

daerah yang kompeten melalui program Pelalihan Ketja yang
dlsesualkan dengan kebutuban Pember! Kerj&sebagalmana
dimaksud dalam Pasal 13.

(4' Pemenntah Dacrah dapat memberikan insendf kepada Pemberi
Kerje, yang mcnunjukkan komitmco tinggi daJam pcnyerapan
Teoega Kerja daerah.

(5) Kelentuan lebib lanjul mengena.i bentuk dan tata cam pcmberian
Insentif scbagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur daJam
Peraturan Bupatl.

(6) Pemorintah Daerah mcndorong pemberi kerja untuk
melaksanakan kebijakan afirrnatif dalam penyedlaan kesernpatan
kerja yang adll dan setara bag; lakl-laki dan perempuan.

Bagian Ketiga
Penyandang Disabilitas

Pnsal52
(l' Dinas bertugas dan bertanggung jawab:

a. melakuken pemblnnQOkepada Pemberi KeQa.di Daerah untuk
memenuhi kcwajlblln melapori«ln lowongan pekeriaan mcJalui
Sistem Informasi Ketenagakerjaan nasional;

b. melakukan verillka.silowongan pekerjaan yang dilaporkan oJeh
Pember! Kerja di Dacrab;

c. menyebarluaskan Informasi lowcngan pekerjaan yang tersedia
dalarn Sistem fnformasi Ketenagakerjeen nasicmai kepada
masyarakat Daerah; dan

d. mclakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan
Pember! Kerja dajarn melaksanakan kewajiban pelaporan.

(2) Pemberi Kexjayang tidR.kmelaksanakan kewajiban eebegebnane
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1' dan ayat (2' dikenai sankei
administmti! berupa peringatan tertulis oleh Bupati atau dapat
mendclcgasikan kepada Kcpala Dina s,

(3) Kerenruan lehih lanjut mengenai tala cana pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayel (2) diaNr dengan
Peraturan Bupatl.
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Paoa.l56
(I) Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimakeud

dalam Paw S5 eyal (3) dan ayat (41dikenai sanksi administratif
secera bertabap berupa:
a. peringatan tcrtulis;
b. pembatasan dalam kcikutsertaan pada program pengadaan

barangjjasa Pemerinlah Daerab; dan/atau
c. rckomeodasi kepada instansi yang berwenang untuk

melakukan evaluas! terhadap perizinan berusaha yang
dhnilikl.

Pasal 55
(1) Seliap Penyandang DisabOl""8 memiUki kesernpatan dan

perlakuan yang sama untuk memperolcb pekerjaan, barus
memenuhi persyaratan jabatan, dan kualifikasi jabatan seeuai
dengan jenis dan derajat kcdisabilitasan.

(2) Demjat kediaabtlitasan sebagaimana dimaksud pada ayar (1)
sesuai dengan ketentuan peraturan perundeng-undengnn.

(3) Badan usaba miIik Daernh yang berkedudukao di OHUah wajib
mernpekerjakan paling sedikit 2% (dun person) Penyanctang
Disabtlitas dari jumJab pegawai atau pekerja.

(4) Perusahaan swasta yang berkedudukan di Daerah wajlb
mempekerjakan pallng sedikit 1% (se ru p."sen) Pcnyandang
OisabiULl15dari jumlah pegawai dan pekerja,

(5) Badan usaha milik Daerab serta Perusahaan swasta yang
berkedudukan di Daerab sebagaimana dimaksud padaayat (3)dan
"yat (4) wajlb meLaporkan Penempatao 'Tcnaga Kelja Penyanda.ng
DiSabilitas kepada Dinas,

a. mcmberilam IPKdan layanan konsuItasi karter yang aksesibel
bag; Pcnyandang Disabilitas:

b. memfasilit •• ipenempatan kerja bag; Penyandang Disabiliras;
c. melakukan pendamplngan kepada Pernberi Kerja d.lam

mcnciptakan Unglrungan kerJa yang inklusif: dan
d. metakuksn pemantaunn dan evaluasi terhadap pelaksanaan

kewa.[lban Pemberi Kerja daJam mempekeljakan Penyandang
DisabiIitas.

(3) Unil Layanan Disabilitas eebagaimane dimaksud pada ayat (1)
mcmpunyai tugas:
a. mercncanakan pcnghormatan, perlindungan, dan pernenuhan

hak atas pekerjaan Penyand9Dg Disabilitas;
b. memberlkan informa.. kepada pemcrintah, pemerintah

daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen,
penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, be.rkelaqjutan
kerja, dan pengernbangan karter- yang adil dan tanpa
diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas:

c. menyedlakan pendampingnn kepada Tenaga Kerja Penyandang
DisabiUlas;

d. rnenyediakan pendampingan kepnda pemberl kelja yang
menerlma Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas; dan

e. mengoordinasikan Unit Layanan Disabilitas Ketcnagakeljaan,
Pember! Kerjn dan Tenaga Kerja dan pernenuhan dan
penyediaan alat bantu kerja untuk Penyaodang Disabihta s.

(4) Keteruuan Icbih lanjut mcngenal organisasi dan tata kerja Unit
Layanan DisabiUtas diatur dengan Peraturan Bupati.
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Pasal58
(1) Kcbijakan pertuasan keaempetan kerja sebegsjrnana dalam PaMI

57 ayat (I) dlmaksud meliputi;
a. kebljakan perluasan kesempatnn kerjo. di dolam hubungan

keJjn;dan
b. ke.bijalmn perluasan kesernpataa kerja di Iuar hubungan kClja.

(2) Perluasen keocmpatan kerja didalam hubungan kerja di dale.m
hubungan kerja sebagaimana dlmaksud dalrun ayo.t (I) huru]" a
dilaksanakan oten badan usaha mllik negara, badan llsaba milik
daerah, dan swasta,

(3) Dalam melak••makan kebijakan sebegaimana dimaksud pede ayut
(2) baden usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan
swasta menetapkan program dan keglatan perluasan kesempatan
·kcrja di dalam bubungan kcrja.

(4) Program dan kegietan eebegeiraana dimaksud pada ayut (3) hlU'U8
meoyemp tenaga kerja,

(5) Kebijakan perluasan kescmpatan kerja di luar hubungan kerja
sebagaimana dimaksud ctfiakoanaklln cleb Pemerinteb Daerah.
badan usalJa milik negara, badan usaha mUik daerab, swasta, dan
kelembagaan masyarakat.

(6) Kebijakan pertuasan kesempatan kerj .. dl Iuar hubungan kerja
,dlIakukan dalam bentuk program kewirausabaan.

Pasal57
(1) PerIWUlWl Kesernpatan Kerja diarahkan untuk menciptakan dan

mengembengkan Kesempatan Kelja yang produktiI dan
berkelanJutan dengan mendayagunal<an potensl sumber daya
alarn, sumber dayn marrueia, kclembagaan rnaeyerakat dan
teknologf tepat gun",

(2) Perluasan Kesempatan Kerja dapat dllaksanakan berbasis poten$i
wilayah, dan discsuaikan dengan karakteristik masyarakat
Daerah,

(3) Kebijakan Perluasan Kesempotan Kerj. dilakuk.n dejem benurk
program kewirausahaan,

(4) Program kewireusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan dengen pola:
a. pcrnbentukan dan pembinaan Tenaga KeJja mandirl;
b. slstem padat kaJya;
c. teknoiogi tepa! guna;
d. penclayagunaan Tenaga Kerj" sukarela; dan/atau
c. polo la.in yang dapol mendorong terciptanya Perluasan

Kesempatan Kerja .

Bagian Keempat
Perluasan Kcsempatan Kerja

(2) Peringatan tertulis •• bagaimana dimaksud pada aynt (1) hueur a
diberikan paling banyak 2 (dua) kaIJ dengan tenggang waktu
maaing-maamg 30 (tiga pululJ) han kalender.

(3) Dalam hal Pemberi KeJja tidak mengindahkan peringatan tertulis
kedua, dikenakan sanksl administraill sebagaimana dimaksud
peda ayal (1)huruI b dan/atau huruf c.

(4) Ketenruan lebi11 IanJuL mengenal tala cara pengenaan sanksi
administratif diatur dengan Peraruran Bupad.
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PasaJ60
(1) Setiap BKKyang beroperasi dJ Daerab wajib memilild tanda daftar

dari Dinas dan Pengan tar Kerja atau Petugse Actar Kerja.
(2) Tande daftar sebagaimana dlmaksud daJa.mayol (1) diterbitkan

oleh:
B. Direktur JenderaJ untuk lembaga pelatiban kerja pemerintah:
b. keprua Dines uncuk 84'1.1"" pendidlken mOJlCmgab/kcjuruan

atau satuan pendidlkan tinggi.
(3) BKK dapat mengajukan permohonan surni cando dafter eli slstern

SIAPKerja dengon mengunggab persyaratan sesuai dengan
kelentuan peraturan pcrundang-undangan.

(4) BKK wajib menyampaika.n laporan mengenai kegiatan pelayanan
penempatetn tenaga keJja kepada Dinas secara berkala .....liop 6
(enam) bulan sekali.

(5)Dines melakukan pcmbinaan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan pelayanan penempatan tenaga kerja oleb BKK.

(6)Ketentuan lebih lanjut mengenal tata cara pendaftaran dan
petaporan BKK eliarur dengan Peraturan Bupa ti.

PasalS9
(l) Pelakbana Penempatan Tenoga Kerja dapat dllakukan oleh BKK.
12) BKKsebegalrnana dima.k:sud pad. aynt (1) dibentuk pad" satuan

a. pendid1kan menengah/keiuruan:
b. satuan pendidikan tinggl; dan
c. Lemb ..ga pelatihen kerja pemerintah.

(3) Penempatan Tenaga KerJa oleb BKK sebagaimana dlma.k:sud pada
oyot (1) diperuntukkan bagi alumni dari satuan pendidikan
menengnh, satuan pendidikan linggl dan LPK pemerintab yang
bersangkutan.

(4) BKKsebag.imans dtmaksud pada ayal (I) dilarang menempalkan:
a. Tenaga KerJe dJ luar aJumninya; dan/atau
b. Tenaga Kerje ke IUaTnegeri.

(5) Dinas melakukan pembinaan, monitoring dan evaluaei terhadap
BKK.

(7) Program kewirauaahean sebegalmena dimaksud pada ayaL (6)
dilakl.lJ<an dengan pola pembentuksn dan pembinaan t.ensga kerja
mandiri, sistem padat karya, penerapan teknologl tepat guna,
pendayagunaan tennga kerja sukareta, dan! atau pola lain yang
dapat mcndorong terciptnnya perluasan kesempatan kerja.

(8) Pemerintah Deerah memfa.sijitasi pelakaaneen pola sebagaimana
dimaksud pada Ayat (7) m.elaIui kegiatan:
a, permodaIan;
b. penjaminan;
c. pendampingan;
d. pelatihan;
e. konsultasi;
f. bimbingan teknis; dan(ntau
g. penyediaan data dan Iefcrmael.

Bagian KeJima
Bursa Kerja Khusus
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Pasal64
(1) Penyclenggara Pameran Kesempatan K<:Jja yang meJanggar

ketentuan •• bagaimana dlmaksud dalam Paw 63 'ayat (1) dan
ayat (3) dlkenai sanksi administratif secara bcTlahap berupa:
a. pcringatan tertulis;
b. penghcntlan semcntara kegiatan Pameran Kesempa1an Kerja;

atau
c. tarangae menyelenggarakan Pameran Kesempatan Kerja dl

Daerah untuk jangka waJctu tertenru,
(2) Pertngeran lertuli. sebagaiman.. dimaksud pada ayat (1) huruf a

dlberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan lenggang waktu
masing-masing 3 (tiga) bad kerja.

(3) Dalam hal penyelenggara 'idak mengindahkan peringalan tertulls
kedua, tlikenakan sanksi penghentio.n sememars kegiatan sampai
kcwlliihan dipenuhl.

(4) Delarn haJ cerjadl pclanggaran berulang, dapat dikenakan aanksi
Iarangan penyelenggaraan sebagalmana dimaksud pada aylll (1)
burufc.

Posal 63
(1) Pamornn Kosc.mpatan Kerja ynng diselen.ggarakan oleh Pelaksane

Penempatan Tcnaga K<:Jja,BKK, dan lembaga berbadan hukum
sebagalrnana dlmaksud dalam Pasal 62 huruf b eampal dcngan
huruf d, wejib mernperoleh perserujuan dari Dinaa,

(2) Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja. BKI<dan Lernbaga berbadan
hukum sebagaimana dimakaud peda aYOl(l) hams mengajukan
surat permohonan, dengan rnelampirkanr
a. periztnan, atau akta pend irian berbadan hukum;
b. rencana jumlah Perusahaan peserta;
c. perldraan lowongan dan penempalan yang ditargelkan; dan
d. surat pernyataandari penanggung jawab kegiatan Pameran

Kesemparen KeIja dan bersedia dihenlikan kegiatan
PenyeJenggaraan Pameran Kesempaten KeJja apabila
melakukan pelanggamn dimakaud.

(3) Penyelcnggaraan Pameran Kesempatan KcJja sebagaimana
dlrnaksud dalam Pa.aJ 62 dilarang melakukan pungutan biaya
dalam bentuk apapun kepada pencari kerja..

Pasal62
Pa.meran Kesernpatan Kerja dlsetenggarekan oleh:
a. DIDos;
b. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja:
c. BKK; dan / atau
d. Lembaga Berbadan Hukum.

Bagian Reenam
Pameran Kesempatan Kerje

Pa$8.161
Il) BKK yang melanggar ketentuan sebagaimlltta dimakaud dalam

Pasal 59 ayat (4) atau Pasal 60 ayat (1) dan ayat (4) d.ikenai sanksi
administratif berupa;
a. peringatan lertuli$; d8I1/atau
b. pencabutan tanda daJtar.

(2) Kclenluan lebih lanjul mengenai 'ilIa cara pengcnaan sanks!
diatur dalam Peraturan Bupati.
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PasaJ 68
Pemben Kerja TKAyang mempekerjakan TKAmenunjuk Tennga Kerja
Indonesia eobagai Tennga Rerja Pendamping TKA untuk setiap TKA
yang dipckerjakan dalam rangka aUh teknologi dan aJlb keahlian.

PMaJ 67
(1) Setiap Pemberi Kerja TKAdJ Daerah wajib rnenyampaikan Iaporan

dale TKAyang dipekerjakannya kepada Dinas,
(2) Pelapcrae sebagaimana dimaksud pada "YRI(I) bertujuan unruk

keperJuan pendataan dan penyu.sunan inronnasi Ketenagakerjaan
Deereh.

(3) Lapcran eebagafmana dbnakaud pada "ya' (I) paling sedikit
memuat:
a. data ldentitaa TKA;
b. jabaran dan Iokasi kerja TKA;
c. data Tenaga Kerja Pendamping TJ<A;dan
<L jangka wa.ktu penggunalUl TKA.

(4)Ketenruan lebih lanjul mengenBi rata cera, formal, dan waktu
penyampaian pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayot (I)
djalur denge" Peraturan Bupati.

PasaI66
II) Pembinsan eebegetmuna dimaksud dalam Pasal 65 ayar (2)

dilaksa.nakan daJam benrulc
a. sosialisasi peraruran perundang-undangan dJ btdang

penggunaan TKAkepeda Pemberi Kerja TKA;dan
b. fasiU..,.i konsultas! b"gi Pember! Kerja TKA terkait

pelaksanaan norma Ketenegakerjaan dl Daerab.
(2) Pengawasan adminlsrratit sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 65

aya.t (2) bertujuan untuk mernastikan keparuhan Pemberi Kerjn
TKA terhadap kewajiban yang diatur dalrun Pernrurnn Doemh ini,
yang rneliputi;
a. veritlkasi dokumen petaporan administratif;
b. inspcksi lapangan untuk memonitor pelakaanaan program aUb

keabll.an;dan
c. memastikan keseauatan antara jabatan dan lolmsi kerja TKA

deng..n data yang dilaporkan kepada Dinas,

Pasal6S
(11Setiap Pember! KeJja TKA yang mempeker;lakan TKA di Daerah

wajib mematuhi ketentuan mengenai penggunaan TKA seeuai
dengan peraturan perundang-undangan nasionaL

(2) Pernertntah Daerah melaJui Dinas melaksanakan pembinaan
kepado Pengguna Tenaga kerja aeing terhadap pcnggunaan TKAdi
wilayabDaerah aesuai dengan kewenangannya,

BABVl
PENGGUNAANTENAGA KERJA ASING

(5) Ketenruan leblb lanjut mengenai rata cam pengenaan sanksi
diatur dengan Peraruran Bupati.
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Pasal70
(I) Setiap Pengusaha eli Daerah yang mempekerjakan Pekerja/Buruh

betdasarkan PKWT WBjib melskukan pencatatan PKWT secara
Daring kepada kementertan yang mcnyelenggarakan urusan
pemerintahan di bideng Ketenagr.1.kerjlo1an eeeuel dengan ketemuen
petaturan perundang-undangan.

(2) Penguoalta sebagaJrnaoa dimaksud pada ayalll) wnjibmemenuhi
bait-bale PekerjafBuruh termasuk bait utas program jaminan
sosiat.

(3) Pembt>ri kerja wajib membuat Ph'WT daJam bentuk rertults
sebnnyBk tiga rangkap rnaoing maaing untuk pernberi kerja,
pekerja, dan intansi yang bertanggung jOWBb eli bidaog
ketenagakerjaan

(4) Dina. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
apelaksanaan kewajiban Pengusaha sebagaimana dlmaksud pada
ayat ( l).

(5) Pemberi Kerja wajlb memberlkan salinan PKWTkepada penerima
kerja dan Dina•• ekurang kurangnya 14 bari kerja.

Pasal 69
(1) PKWTbanya dapat clibuet untukpekeljeen rertentu yang menurut

[enia dan sira! atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam
waktu tertenru yaitu:
a. pekerjaan yang sekaU selesai atau yang semontara eifatnya;
b. pekerjaan yang diperkirakan penycle$8iannya dalam waktu

yang tidal<leTI.. lu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
c. pekerjaan ynng bersilal musiman;
d. pekerjaan yang betbubungan dengan produk ban, dan

kegiatan baru; atau
e. produk tambahan yang masih dalam percobaan atau

penjajakan,
(2) Penetapan jenls pekerjrum yang dapat diperjanjikan dengan PKWT

dibuat dan ditetapkan olch Perusahaan danSerikal Pekcrja/WakiJ
Pckerja untuk kcmudian dldaftarker pada Dina•.

(3) PKWT diadakan "otuk mee ing- maoing pekerja berdaserkan
seleksl/rekruLmen perusahaan dan hanya berlaku dua kali masa
kontrak yang ditetapkan daJam perjanjian kerja yang
bersangkutan,

(4) Perusahaan yang memperkeljakan pekerja dengan PKWT dan
melanggar ketenruan sebagairnana dlmaksud pada ayat (3), harus
mempekerjakan pekerja yang bersangkutan rerscbut sebagai
pekerja dengan PKWTT.

(5) Besaran upah pekerja dengan PKWTpaling kurang ..cauai dengan
UMKyang berlsku.

(6) Hal-hal lain terkait petaksanaan PKWTyang tidak diatur secara
khusus dalom Peraturan Daerah lni barus diJoksannkan sesuai
ketenruan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu
PeJjanjian KeJja Waktu Tertentu

DAB VlJ
HUBUNGANKERJA
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Paragraf I
Perlindungan Anak

Pasal 74
(1) Pengusaha dllarang mempekerjakan anak,
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (L) dapat

dikecualikan bagi anak yang berumur antara J 3 (liga bclas) tahun
sampal dengan 15 (lima b<:las) tahun untuk melakukan pekerjaan
ringan .seponjang lidal< mengganggu perkembangan dan
keeehatan flsik, mental, dan soeiel.

(3) Pengusaha yang mempekerjaknn anak pads peketjaan ringan
sebagaimana dimaksud pada nynt tIt harus memenuhi
persyaratan:
G, izin tertulle dati orang tua atau wali;
b. J>Orianjiaokerja antam Pengusaha dengan orang tua atau waJi;
Co waktu kerja maksimum 3 (tiga)Jam sehari;

BAH VITI
PERUNDUNGA!'1, PENOUPAHAN DAN KESEJAliTERAAN

PftBn173
(1) Solain PKWT.ebag&.iman. dlntaksud dnlem peroturan perundn.ng­

undangan, untuk pekerjaan tertentu yang berubah dalam hal
waktu dan volume pekerjaan scrta pembayaran Upah berdasarkan
kehadiran, dapat dibu.tI Perjanjian Kelj. Her-ian.

(2) Perjanjian Kerj.. Har'ian sebagairnana dlmaksud pada ayat (I)
dilaJrukan dengan ketentuan Pokerja/ Buruh bekerja kurang dan
21 (dua puJuh satu] han dalam J (salu) bulan.

(3) Dalam hal Pekerja/Buruh bekerja 21 (duo puluh sa.u) hart ..tau
lebih selama 3 (Uga) bulan berturut-turut atau lebih, maka
Pcljanjian Kerja Harian monjadi udak berlsku dan Hubungao
Kelja antara Pengusaha dengan Pekelja/Buruh demi bukum
beruhah mcojadi berdasarkan PKWTT.

Bagian Ketiga
PeljanjJan Kerja Harlan Lepas

Pasal72
(1) Pembcri Kerja yang melanggar ketenruan sebagaimana dimaksud

daJam Pasal 70 ayal (I) dan Pasa! 71 dikenai sanksl administratif.
(2) Sanksi administratifsebagaimana dimaksud padaayoi (1)berupa;

Q. legumn tertulis;
b. pembatasan kegiatan usaha;
e. pembekuan kegiatan usa ha; ala u
d. peneabutan izin.

(3) Ketenruan lebib lanjut mengenni tam cam pengenaan sanksi
admlnlstratif sebagaimana dimal<sud pada ayat (2) berpedoman
pada peraturnn perundang-undangan.

PasaI 7J
Sctiap Pemberi Kerja diJarang menahan dokumen pribadi asli milik
Tenaga Kelja.
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Pasal78
(I) Setlap Pcnguaaba wajib mclakaanak.n ketentuan wakru kerja

PQraguI3
Wakl.u KerJa

Pn.aI n
(I) Pengusaha cIlIarang mcmpekcrjakan Pekerja/Buruh pelempuan

hamil yang meeunn kele....ngon dokter berbohaya bag! kesehatan
dan keselnm8taD Imndunpnnya maupun dirinya apabila bekerja
antara pukul23.oo WlBsampai dengan pukul 07.00 WJB.

(2) Ketentuan Icbih lanjut lenlang Pekerja/Buruh pencmpuan eesuai
dengan ketenruan peraturnn perundang-undangan.

Panlgraf:l
~empuan

PaBa! 76
(I) Setiap orangfPenJsahaan cIlIaratlg mempekerjakan dan

melibatkan anak poda pekerjaan yang lerburuk.
(2) Pekerj88J'l yang """buruk sel>aglumunu dunaksud pada a)''81 (I)

lordi,; dan:
8• ..,gaIa Dpek_"ri.jaanda)am bentuk perbudakan 8taU. sejenianya;
b. eegala pekerjaan yang memanr .... tkan. menyediakan. atau

menawarkan anak unluk petaeuran. produksi pomogmfi.
perrunjukan porno. atau perjudion;

c. aegllla pekcrjaan )'8Dg mcmonfoolkon, rnenyediekan, aiau
meillmtkan anak untuk produk.1 don perdaganpn minuman
kera8, n..rkolika. p.ikolropika, don ""I adiJcuf lainnya;
dan/atau

d. acmua pekerjaan yang mcmbohayakan kesebatan,
keselamatan, moral anak.

(3) .Jo"i8 pekcrjaaan yang mernbahayukan kesehatan, keselamatan,
mo....1 anak scbagalmana dimak8ud poda ayat (2) huruf d
ditetapkan sesuai dengan ketentuan pernruran perundeng­
undangan

Pallll175
Dolom hili anak dipekerjakan berSOIIU\-8umO dengan Pekerja/Buruh
dewasa, moka tempol kerja anak harus dipi&llhkan dati tempat kerja
Pekerja/Buruh dewasa dan bal<anak terpenuhi,

d. chlaJcukan pede sian& bari dan tidak mengpnggu waktu
aeknlab;

e. kesclamatan dan keseh8Um k"')a;
r odanya Rubnngan ~rjayangJcla.; dan
g. menOima Upab 8e5uai dongan keteruuan yang berIa.Jcu.

(4) Ketenruan sebegaimana dimakBud pods Gyat (3) hund a, huruf b.
hUM c, dan huruf g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada
uoaha kcluarganya.

(5) PerjanJian kcrja sebagaimana cIlmaksud poda ayal (3) hund b
dlbu8t ra.ngkap 3 (tiga). yang mempunya; kekuatan hukum yang
sama. pekerja 9.08k. Pengusaho, dan Dlnas masing-masing
mendapot 1 (saru) Perjaojian Kcrja.
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Pasal 8J
(I) Penenruan besarnya Upah berpedornanpada struktur clan skala

Upah.
(2) Strukrur dan skala Upab wajib diaueun oleh Penguseha beserta

pekerju atau buruh dan/otnu serlkat pekerja alau serikat buruh
dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerjn. pendidika,n
dan kompetenai.

(3) Upah yang tereanrum daJarn struktur dan ekala Upah merupakan
Upah poknk.

(4) Struktur dan skala Upah sebagaimana dimaksud pndn ayal r2)
merupakan imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja
menurur tingkat atau Jeni. pekeJj9JlJ1yang bcsarennya dltctapkan
bcrdasarkan keeepakatan.

(5) Peneoman .struktur dan Skala Upah sebageimane dimaksud pada
Byal (2) dhakukan oleb Pcnguseha berdasarkan kcsepakatan
pekerja atau buruh dan/atau serikat peketja atau serika] bUTUh.

(6) Siruktur dan skala Upab digunakao acbagai peclomon Pengusaha
dalam menetapkan Upah bttgi PekeJj,,1Buruh yang mem.ilikimasa
ketja 1 (aatu) rabun atau lebih.

Pasal 80
[I] Pemerinrab Daerah dalam melaksanakan kewajiban pengupahan

bcrpecloman pads kelcnluan peraturan pcrundang-undangan.
(2) Peneotuan Upah ditetopkan berdasarkan:

a, Upah poknk;
b. Tunjangan tetap:
c. Tlmjangan tidak tetap: dan
d. Struktur skala Upah.

Bagian Kedua
Pengupallan

Pasa! 79
(I) Pengusaha yang mela.nggar ketentuan sebagaimana dimaksud

dalarn Pasal 76 ayal (1).Pasa! 77 aya. (I). Pasal 78 ayat (1)dikenal
sanksiaduWrustrntif.

(2) Sanks! edminietratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan seeara bec1ahapberupa:
a. perlngntan tertulia panama;
b. peringatan tertulis kedua; dan/alau
c. rekomendaai kepada lnstansi yang berwcnang.

(3) Da,lam hal Pcngusaha tidak rnengindahkan peringatan tertulls
kedua dalam jangka wektu yang ditetapkan, Dinas memberikan
rekomendasi kepada 11'I$tansi yang mcnyclcnggarakan urusan
pemerintahan bidang pengawa,san Ketenagakerjaan eli tingkal
prcvinsi untuk dilakukao perneriksaan clan penindakan SesUIll
dengan kewenanganrrya.

(4) Ketentuan lebib lanju; milliS""'" ta'a cara pengenaan sanksi
administratif diatur dalam. Peraruran Bupa\.f.

(2) Ketentuan wak1" latlja bogi Pekerja/Buruh di Perusahaan ella,ur
daJam Perjanjia,n Kelja, Pcraturan Perusahaan atau Perjaojian
Kerjn Bersama.

(3) KClcmtuan waktu 1atlj8 scbagaimana dimaksud aYlil fl)
dltaksanakan berdasarkan pads peracuran perundang- undangan.
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PasaI84
(I) Dewan Pengupahan Daerah bet-tugae memberjkan earan dan

pcrtimbangan kepada Bupati dalam rangka;
a. pengusulan Upah minimum daerah;
b. penyiapan bahan pcrumusan pengembangan

slsttm pcngupahan; dan
c. penerapan Upah minimum rena struktur dan skala. Upah di

Perusahaan pada Tingkal daerah.
(2) Oalam melaksonakan tugaB sebagaimana dimaksud pada aytll(ll,

Dewan Pengupahan Oacrah mclakukan monitoring dan evaluaai
terhadap pelaksanaan:
a, kebljokan Upah Minimum di Daerah; dan
b. pcnerapan Struktur don Skala Upab di Perusabaan.

Pa8aJ 83
(I) Bupad memlliki kewenangan untuk membcnluk Oewan

Pengupahan Daerah,
(2) Segata biaya yang timbul untuk pelnksanaan tugas dewan

pcngupaban dibebankan dalam APBD atau sumber lain yang sah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengena; pembentukan dan peJaksanaan

Dewan Pengupahan Da.ecah dial ur-dalem Peraruran Bupatl.

(7) Dinas melakaannkan monitoring, evaluasi, pembinaan dan
pcndampingan serta mcmfasititasi penyusunan dan pelaksanaen
slruktur dan skala Upah pad" Perusahaan di Oaerah.

Pasal82
(I) Setiap pemberi kerja wajib melaksanakan Upah Minimum

Kabupaten (UMK) sebagai jaring pengaman dasar pembayaran
upah di daerah,

(2) Seliap pemberi kerja yang udak mengajukan permehonan
pennngguhan dan atau perusahaao yang pennohonan
penangguhan UMKnyn tidnk disetujui oleh Bupati wajib
metakeanakan upah mintmum.

(3) Pengusaha dilarang membuat perjanjianfkescpnkatan mcmbayar
upah dibawah upah minimum.

(4) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan sistem perJanjian keds
waklu tertentu _jib melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud pads aya satu. (1).

(5) Upah minimum hany.. bcrlaku begi pekerja yang mcrnpunyai maee.
kerja kurang dari saru (I) tahun.

(6) Pengusaha wajlb menyusun dan menerapknn struklur dan skala
upah dl perusahaan dengan mempcrhatikan kemampuan
perusahaan dan produktivil as.

(7) Pemberlakuan kenaikan upah sebegaimana dimaksud pada ayal
(6) dilakukan bersamaan dengan kenaikan UMK.
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Pnsal86
(1) Sctiap Pc.rusabaan mcnyelenggarakan atau menyediakan fa.ilims

kesejahteraan Pekerja/BuTuh, meliputi:
a. ruang laktaai:
b. filsiliras soragam kerja sesuai bidang pekeJjaan;
C. fasilltas keselwnatan dan kesebatan kelja;
d. fa.illt •• bcribadah yang memadal dan representatif sebandmg

deogan Jumlah Pekerja/ Buruh;
c. ternpat olah raga yang memadni dan representarif;
[. kanun;
g. fasilicDS kesebatan dan peliklinik;
h. fasilitas rckreasi paling sedikJl 1 (satul kali setiap rabun:
i. fasilitas Isurahar;
j. mamfasilltasl terbenruknya koperasf:
k, tempat parkir dI area Perusahaon yang memadai dan

representatll;

ParagraI2
Fasilitas Kesejahtcraan

Pasal85
(1) Pengusah1l wajib memberikan THR keagamaan kepada

PekCJja/Buruh yang lolah mcmpunyai masa kerja I (""t.u) bulan
secara terus-menerus atau lebih,

(2) THR keagamaan sebagaimana c!lmaksud pada ayal (I) cliberikan
kepada PckcljalBuruh yang mempunyai Hubungan KeJja dengan
Pengusaha berdasarkan berdasarkan PKW'IT, PKWT, pegawal
harian lepa.•, dan Pemngangan.

(3) DaJam hal Hari Raya Keagamaan yang sama terjadi lebib dari I
(salu) knJi dalam I [saru] tahun, THRKeagamaan dlberlkan sesuai
dengan peleksanaan Hari Raya Keagamaan.

(4) PekCJja/Buruh yang mempunyai mesa kcrja I (satu) bulan seeara
terus-menerus tetapi kurang dari 12 (dun belas) bulan dlberikan
THR secara propersional sesuai masa kerja, denge.n perhltungan
(mesa kerja)/ 12 x 1 (satu) bulan Upah,

(5) Pekerja yang telah mcmpuoyai masa kerja 12 [dun beles] bulan
atau lebih secara secara tcrus mencrus mondapatkan THRpaling
sedikJtsebeser 1(satu) bulan Upnh.

(6) Upah satu bulan sebagaimana dlmaksud pada ayat (4)dan ayar (5)
adaiah Upah pokok di tambah tunjangan tetap.

(7) Wllktu pembayaron THR dlberikan paling Iambat 7 (tujub) hari
kalender sebelum han raya keagamaan dan dibayarkan utuh.

(8) Dalwn hal pengusaha yang terlambal membayor THR Keagamaan
kepada Pekerja/Burub sebagairnana dimaksud ayni (71 dikenni
deoda sebeear 5% dati total THRKeagamaan yang harus dibayar
sejak berakhirnya batas wektu kew$jiban pengusaha untuk
membayar.

(9) Pengenaan denda sebagaimana dlmaksud pada ayat (8) tidak
menghilaogkan kewajiban pengusaha untuk (Clap mcmbayarTHR
Keagamaan kepada para Pekerj,,} Buruh.

Paragraf I
Tunjangan Hari Raya

Bagian Ketiga
Keeejahteraan
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Pasal91
(I) Setiap Pemberi Kcrja _jib mendaJhukan dJrlnya dan Pekerjanya

sebagai pelletUl daJam program Jaminan Sosial sesuai dengan
ketenruan pero.ruran perundang-undangan.

BABIX
JAMINAN SOSIAL

Pasal 90
Pengusaha yang tidal< metaksanakan kewaJiban mengikutsertakan
Pekerja/Buruh dalam program JKP aebagaimana dJmal<sud dslam
Pasal 89 ayat (I) dikenai sanksi sesuai dengan ketenruan peraturan
perundang-undangan,

Pasal 89
(II Pengusaha ",,,jib mengikutsertakan Pekerja/Buruh sebagai

Pescrta dalam program JKP.
(21 Ketenruan kepesertean dan tala cara pendaftaran sesuai

dengan ketentuan peraruran perundang-undangan.

Paragraf3
Jaml.nan Kehilangan Pekerjaan

Pasal 88
(I) Pcnguaaba yang melanggar ketcntuan mengenai kewajiban

pemberien Tunjangan Hen Raya Keegamaan sebegalmana
dlmaksud dalam Pasal 8S aye. (I) atau kewajiban memberikan
kesempalan bcribadah sebagaimana dimaksud daJam Pasal 87
a;yat (2) dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksl atlmi:niSlraLirsebagaimana dimaksud pads aysL (1) berupa:
Q. teguran Jisan; dan/atau
b. peringatan tertulis.

(3) Kctcntuan Icbib Janjul mcngenal tata cara pengenaan sanksl
administratif ditaksanakan seeuai dengan ketenumn peraturan
perundang-undangan.

Pasal87
[1) Pekerja/Buruh mcmllild hak dalam melaksannkan ibadah dan

keyaklnannya.
(2) Pengusaha wajlb membeMkan kesempatan yang cukup kepada

Pekerjn/l:Iuruh unruk melaksanakan ibadah dan keynkinannya.
(3) Kesernpatan J'lUl8 cukup sebagalmana dlmnksud pada ayot (1)

dJwujudkan dengan menyedlakan waktu, tcmpat dan prasarana
untuk melal<aanakan ibadah dan keyakinennya.

L fasilitas da_ycare:;
m. fasilitas tonet eesuai dengan aruran yang berlaku:
n. Perueahaan wajib memberikan (asiuta. berupa kantor

eekreteriat kepada serikat pekerja; dan
o. Penguaaha wajib membentu pembayaran serikat pekerjb

buruh melalui upah lisp bulan alas pengajuan serikat
pekctja/ serikat buruh.

(2) Penyelenggaraan rasWtas kesejahteraan Pekerja/Buruh
sebagairnana dimak ..ud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
memenubi keburuhan Pekerja/Buruh.
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Pasal9:l
Setiap Pember! Kerja yang melanggar kewajiban pendafiaran
kepeeertaan program JaminlUl Sosia! sebagaimana dimaksud dalam
Paso! III uyal (1) diketull sanks! s.suai dengan ketentuen dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal92
(L) Dalam rangka mcnclukung pcnyelenggaraan program Jaminan

Sosial, Dinas melalrukao pembinaan den pengawasan
admlnlstratlf terhadap kepatuhan Pember! Kerjll dJ Daernh.

(2) Pengawasan administratif sebagaimana dfmaksud pada aya. (1)
d.iJal<sanakan meiaJui:
a. verifikasi data kepesertaan dan pembayaran luran program

Jamine.n Sestet yang dlperoleb dan Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial; dan

b. permintaan data dan/atau keterangan kepadn Pember! Kerje
t.erkail pelaksa naan kewajiban Jaminan Soslal.

(3) Untuk menlogkatlmn efektivi'Bs peagawasan, Dina. berkoordinasi
dengan:
a. Perangkat Oaerah yang menyelenggarakan urusan

pemc:rlntaban di bidang penanaman modal dan pelayanan
terpadu sat" pin,,, untuk mcnjadikan bukti kepesertaan akaf
program .Jeminan Seeial sebagai salah satu kelengkapen
daJam pemrosesan perizinan berusaha: dan

b. Ba,dan Penyel."ggara Jaminao Sosiai untuk melakukan
rekonsiliAsi data dan merencanakan kegiatan pemeriksaan
bersam a.

(2) Program Jamlnan Soml sebagaimana dirnakaud pad. <\}'Ill (1)
mellputi:
ft. jaminao kesehatan;
b. jaminan keeelakaan kerja:
c. jaminan han tua;
d. jaminan pensiun; dan
c. jaminan kematinn.

(3) Kowajiban sebagntmana dimaksud, pada ayat (1) dan nylll (2)
dilaksanaknn dCDgM mcndafiarkan kepesertaan pada Badan
Penyelenggara Jaminan SosiaJ Kesehatan dan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenaga,kerjaan.

(4) Setiap Pekerja Bukan Penerima Upab yang melakukan kegiatan
usaha dl Daeroh _jib mendaftarkan dirinya dalam program
daminan S()~jal secara bertahap 5C3uai dengen ketcmuan
peraturan perundang-undangan,

(5) Dalam hal Pemberl Kerja ddak mendafiarkan PekCJjanya da.n/aLau
tidak membayar luran Jaminan Sosial sehlngga meo,galdbalkan
manfaal tidnk dapat diperoleh, Pember! Kerja wajib memenuhi
hak·hak Pekerja sesual dengan rnanfaat yang seharusnya
diterima.
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Pasal 97
(1) Pemertntah Deereh melaJui Dinas memfasilitasi peningkatan

kapaslraa dan pemberdayaan Seri.kat Pekerja/ Berikat. Buruh ell
tingkat Daerah melalul program pembinaan, pelatihan, dan/atau
sosiaU$Iil!:ll sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan,

Pasal 96

(II Pengusaha harus memberi kesempst.an kepada pengurus
dan/atau anggata serikat pekerja/serikat buruh untuk
menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikal buruh daiam jam
kerja yang disepak.,i oleh kedua belah pihak dan/alau yang
diatur dalam perjanjian kerja Bersama.

(2) Daiam kesepskatan kedua be1ah pihak danj'arau perjaojinn keIJB
borsama sebagaimana dimaksud dalam ayal (1) ham. diatur
mengenal :
a. jenis kegiatan yang diberikao kesempatan;
b. tata eara pemberian kesempstan; dan
c. pemberian kesempatan yang mendapar upah dan yang tidak

mc:ndapat upah

Paragraf 1
Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Bagian Kedua
Sarana Hubungan Industnal

Pasal 95
Hubungaa Industrial diloksanal<an mel.lui serena.
a, Serikat Pekerja/Serikal Buruh;
b. arganisasi Peogusaha;
c. Lernbaga,KerjaSarna Bipartit;
d. Lembaga Kerja Same Trlpartll;
e. Peratumn Perusabaan;
r. Perjanjiao Kerja Bersama;
g. Peraturan perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan; dan
h. lembaga penyeleeedan Persclieihan Hubungan Lndustrlal.

Pasal 94
(1) Pom"rlnulh Daerah, Pengusaba, dan Pekerja/Buruh beeerts

Serikat Pekerja/Serikal Buruhnya berupaya mewujudkan.
memelihara, dan meningkatkan Hubungan Industrial yang
barmcnle, diruunis, dan berkeadilan di setiap Perusahaan,

(2) Pelaksanaan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud pada
ayat (I) didasarlcan pada polo kemitraan yang saling
menguntungkan antara Pekerja/ Buruh dan Pengusaha.

Bagian Kesatu
Umum

BABX
HU8UNGANrNDUSTR~
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Paw 101
(1) Pengurus Lembllga Kerjs Sarna Bipartit memberitAhukan

pembentukannya kepada Dlnas untuk dlcatat paling Iambat l4
(empaL belas] hari kcrrjasetelah terbentuk.

(2) Dinas melejcukan pembinaen dan pomanteuan terbadep
pelaksanaan rungs; dan tugas Lembaga Kerja Sarna Bipartit ysng
telah tercatat,

PasaJ roo
(1) Perusahrum yangmeJanggar kewajiban membentuk Lembaga Kerja

Sarno Bipartit scbagaimana dlmaksud daJam Paw 99 ayat (l)
dikonai sankai administratif.

(2) Sanksi administratif oebagaimana dimaksud pada "Yat (1)
dlberikan secara bertahap berupa:
a. pcringatan tertulis pertama:
b. peringatan tertulis kcdua; dan/at .....
c. rekomendasi kepada Perangkat Deerah emu instBnsi yang
berwenang untuk metakukan evaluasi terhadap perizinan
berusaha yang djrnjlOd.

(3) Ketentuan leblh lanjul mengenai tata earn pengenaao sanksi
administratif sebagairnana dimllksud pade ayat (2) dJatur dalam
Peraturan Bupati.

Pasal 99
(1) Setiap Perusahaan yang mempekerjaknn 50 (lima puJuh) orang

PekerJa/Buruh atau lebIb wajib membentuk Lernbaga Kerja Sarna
Bipartit.

(2) Perusahaan yang mernpekerjakan kurang dari 50 (lima puluh)
orang Pekt.tja/Buruh dapat membentuk Lembaga Kerja Sarna
BipartiL

(3) Lembaga Kerja, Sama Blpartit berfungsi sebagai forum komunikasi
dan konsultasi mengenai hal yang berkaitan dengan Hubungen
Industrial dl Perusahaan.

(4) Tata eara pembentukan dan susunan keanggotaan Lembaga Kerja
Sarna Bipartit dlJaksanakao scsuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Paragraf3
LembllgaKerjaSarna Bipartit

Paragraf2
Organlsasl Pengusaha

Pasal 98
Pemerintah Daemh mendorong dan memfasilitasi peran serta
organisasi Pengusaha dalam Penyclcnggaman Kctenagakerjaan dl
Daerah, terutama daltun forum komunikasi dan konsultasi serta
tembega ker]e sarna di bidang Ketenagakerjaan,

(2) Pem.t.rint,ah Daerah dapot memberikan fasilitas penlngkaum
kapasitas peningkalan kapasitas dan pemberdayaan SenKal
Pekelja/Serikat Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (I),
sesuai dengao kernampuan kcuangan daerab dan peraturan
perundang-undangan.
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Paso] 106
(I) Peojanjian Kecja Bersama dibua; melalui perundrngan antara

Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau beberapa Serikat
Pekerja/SerikHl Buruh yang Lelahtercatat dengan Pengusaha atau
beberapa Pengusaba.

(2) Perundlngan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peralumn perundang ..undangan.

ParagraI6
Peojaniian KeJja Bersama

Paw 105
Ketenruan Jebih lanjuL mengenai tala cam pembuato.o Peraturan
Perusahaan, pengesahan Peraruran Perusaheen, tau. oara pcngenaan
sanksi administratif diatur da1nm Peraturan Bupati.

Pasal 103
(I) Pengusaha yang mcmpekerjakan Pekerja/Buruh paUng seclildl 10

[sepulub] orang wajib membuat Peraturan Perusabaan.
(2) Kewajiban mernbuat Peraturan Perusahaan sebo,gaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Perusahaan yang telah
memilikl Peojanjian Keoja Bersama.

(3) Peratunm Perusahaan paling sedikit memuat:
a. hak dan kewajlban Pengusaha;
b. ho,k dan kewajiban Pekerja/Burub;
c. synrat kerja;
d. tata tcrtib Perusabaan; dan
e. jangka waktu bcrlnkunya Pcraturan Perusahaan.

(4) Perauaran Perusatlaan muJal bcrlaku .. Lelah mondapat
pengesahan dati Kopala Dinas.

(5) Masa berlaku Peraturan Perusabaan paling lama 2 (dua) lahun
dan wajib diperbaharui setelah ha.bis mas. berlakunya.

Pasal t04
(1) Pengusaha yang melanggar kewajiban membu .. t Peraturan

Perusahaan sebagaimana cUmaksud dalam Pasal 103 ayat II)
d.ikenai sank$; administratif.

(2) Sanksi administratir sebagalmana dimaksud pada ayat (1) berupa
peringatan tertulls.

ParagrnI5
Peraturan Perusahaan

Pasal t02
(1) Bupati mcmbentuk I..embaga Kerja Sama Tripllrtit l.InLuk

mernberikan pertimbangan, ""J'aI], dan pendapat dalam
perumusan kebijakan dan pemecahan masaJah Kctenagnkerjaan.

(2) KeanSllCtaan, tug.", dan tata kerja I..embaga Kerja Sama Tripartit
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupnti sesuai dengan ketcnrusn peraturan perundang­
undangan.

(3) Segalabie,yayang tlmbul unruk pelaksanaan tugas l..embogaKerja
Sama Tripnrtil dibebank.nn pada APBD.

ParagraI4
Lcmbaga Kerja Sarna Tripartit
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PasalllO
(1) Oalam rangka mendukung upaya penoegahan sebagaimana

dimaksud dalam Pasall09. Bupati dapat membentukTim Deteksl
Oini Hubungan Industrial.

(2)Tim sebagaimana dimaksud pade ayat (1) beranggotakan uneur
Pemeriotah Daerah, forum komunikasi pirnplnan daerah, Badan
Penycle:nggara JamjoaD Sosial Ketenagakerjaan, Pengawas
Ketenegakerjaan, A.osia~i PengusahA Indonesia, dan Seri.lw.t
Pekerja/Serikat Buruh,

Pasal 109
(1) Pemerinrah Oaerab melalui Dina. melakukan upaya pencegahan

timbulnya Perselieiban Hubungan Industrial
(2) UpaYIl pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayet (1)

dilakukan melnlui:
a. sosiallsasi dan pembinaanmengenai peraturan perundang­

undangan Iiibjdaog Keten8gakerjaan:
b. fasilltsSl penguatan sarana Hubungan Industrial eli

Perusahnnn; dan
c. pengcmbangan sistem informasi dan detekei dini potensi

perselisihan.

Baglo.n Keuga
Pencegahan dan Deleksi Dini PerselisihlJn Hubungan Industrial

Pasal108
(I) Setiap Persehsihan Hubungan Industrial _jib eliupayakan

penyel~annya lerlebrh dnhulu melalul perundingan bipartit
secara musyawarah untuk mufa.kal.

(2) Dalnm hal perundingan bipartit sebagaimnna dimaksud pada ayat
(1) tidak mencapai kesepakatan, salah satu atau kedua belah
pihak mcncatstkan pereetlsiharmye, kcpada Oinas dengtln
melarnpir'ken bukU bnhwo upaya perundingan bipartil telah
dilakukan.

(3) Setelah mencrima pcncatatan, Dines mcmfasilitaei proses
pcrsyeleeaian Pc:r&clisihan Hubungan Industrial me1alui m~!'\i
atau konsilia,si sesual dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan,

Pare.graf 7
Penyelesaian Perselisihan Hubungan lndustnal

Pasal107
(I) Pengusaha wajib mcndaftaTkan PeIjanjian KeIja Bersama kepada

Diaaa apabila ruang lingkup berlekunya banya eli wilayab
Kabupaten.

(2) Peudaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (J) bertujuan
sebagai alat pernantauan dan evaluasi pelaksanaan syaral kerja di
Perueahaan.

(3) Ketentuan l.eblh laujut m.engenai tam cera pendattara» Pe!janjian
KeJ;jaBersama diarur dalam Peraturan Bupatl.

(3) Dalam hal terjadi kebuntuan dalam peruJ'ld.ingan, ealah satu atau
kcdua bclah pihak dapat mcncatatkan persellsthan kepada Dina.
untuk dieeleealken mctlsJui mekarusme penyelesaian perselislhan
Hubungnn rndU$trial.
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Pasal 114
(I) Pengusaha, Pekerja/Buruh, Serikot Pokerja/Serikat Buruh. dan

Pemerlnmb Daernh berupayn agar tidak terjadJ Pemutusan
Hubungan Kerja.

(2) Datem hal PemUlUSa.OHubungan Kerja Udak dapat dihlndarl,
pelakaanaannya wajib berpedornan pada ketcn!UWl peruturan
perundang-undangan.

(3) Pengusaha dilarang mclakukao Pemutuean Hubungan Kerja
terhadap pekerja/buruh sebelurn adanya putu san Hubungan
Indu"tnal yang tebah mempercleh kekuatan hukum tetap.

(4) Pcngusaha yang rnelakukan Pemutuson Hubungan Kerja wajib
melapcrkannya kepada Dinas sesuai dcngan kctenruan pcraturan
perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pemutusan Hubungan Kerjn.

Pasal 113
Setelah menenma pemberitahuan rencana Mogok Kcrja sebagalmana
dlmaksud dalam Pasal I 11 ayat (2). Dtnea:
a. segera memberikan bukti penerirnaan pemberitahuon kepada

pihak yang menyampaikan;
b, menawarkan dan memfasilitasi upaya perundlogan kembaU

kepada para pihak untuk mcnyelesaikan perselisiban yang
menjadi penyebab rencana Mogok Kerja; dan

c. berkoordinasi dengan instanai terkait untuk memantau
pelaksanaan Mogok Ke.rjaagar beda.ogsung dengan tertib don
damai.

PnsaJ 112
Pelaksanaan Mogok Kelja dan akibat hukurnnya dilaksanakan sesuai
dengan ketcntuen pcraruren perundang-undangan.

PQ""I 1I I
(I) Mogok Kerja $ebag"i hak dosa r Pekerja/Bun.th dan Sertkat

Pekerjo/Serikat Burub dilaJcukan secara sah, tertib, dan damai
sebagai aktbat gagaloya perundingan,

(2) Pel<erja/Bl.lrub dan/at.au Sertkat Pekerja/SerikaL BIlrub yang
akan melaksanakan Mogok Kerja wajlb rnemberirahukan secara
terrulis kepada Pengusaha dan Dinas paling lambat 7 (tujuh) bar!
kerja sebelum Mogok Kerjo dilaksenakan,

(3) PcmberiLahuan sebagalmana dlmoksud pada aya,' (2) mcmual
materi Besua:!dcngan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Mogok Kerja dan Penutupau Perusahaan

(3) Pembentukan, susunan keanggotaan, dan tata kelja Tim
sebagaimana dlmaksud poda aynl (l) ditetapkan dengon
Keputusan Bupati,
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PasaJ LIB
(li !>emeTintah Daerah melaJui Dina$ melaksanakan pemblnaan

Penyelenggaraan Keterul.gakerja,," di Deerah.
(21 Pembin....n eebegaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk

meningkatkan pemaharnan dan kepatuhan para pemangku
kcpentingan terhadap peLaksa.naan peraruran perundang­
undangan di bidang Kctcnagllkcrjaan.

(31 Pembinaan dapal dllakeenekan dalam bentuk:
e. 5Osia1i..5asi;
b. bimbingan teknis:
c. konsultasi;

BABXJ1
PEMBINAAN

rasa! 117
(I) Dinas menyelenggarakan Sistem Infonnasi Ketenagekerjean

Daerab .ebagai bagian yang tcrintegrasi dengan Sistem Informasi
Ketenagakerjaan nasion al.

(2) PenyeJenggaraan Sistem [nforma.1 Kclenagakerjaan sebagahnana
dimaksud pada ayal (II meliputi kegiatan:
a. pengumpuJan;
b. pengolahan;
c. analisis:
d. peoynjian;
e. penyebarluasan,
data sena 1nronnasi Kewnagakerjaan di Daerab.

(3) Data dan lnformasi Ketenagakerjean sebagaimana dimaksud pada
nyat (2) menjadi dasar bog; perumusan kebijakan, sU'ntegi,dan
program Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Daerah,

BABXI
SISTEM INFORMASIKE1'ENAOAKER.JAAN

Pasal L16
(1) Pengusaha yang meLanggar kcwajiban pembcrltahuan Penutupan

Perusahaan sebagaimana dimaksud daJam Pasal 115 aynt (2)
dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenal tata cara pengcnaen sanksi
adrnini{;trati! diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal llS
(1) Penutupen Pcrusahaan merupakan hak dasar Pengusaha yang

ditakeanakan sesuai dengan ketenruan peraturan perundang­
undangan.

(2) Pengusaha yang akan mc:Jakukan Penutupan Perusahaan wajib
mcmberitahukan seca.ra tenull. kepada Pekcrja/Buruh dan/atau
Serikat Pekerja/Serikat Burub serta Dina. poling lambat 7 (ttUuh)
hari Ju"ja sebelum dllnksnnakan.

(3) Dinas Wl\.iibmemfasililaal upayn penyelesaian persdi8ihan yang
menjadl penyebab dilakukunnya Penutupan Perusahaan.

Bagian Kccnam
Penutupan Perusahaan



P..... I 123
dart Peraruran Daerah ini harus
[satu] tahun terhitung sejak Peraturan

Peraturan pelaksanaan
ditetapkan paling Iwna 1
Daerah in! dlundangkan.

BAB XV1
KETENTUANPENUTUP

Pasal 122
(11 Pembinyaan PenyeJenggarwm KclenagakeJjaan bersumber dati

/\PBD.
(2) Selain beraumber elan APBD sebagaimana dim ..k;;ud pada ayat (I),

dapa.t bersumber dan sumber lain yang sah dan tldak mengikat,
sesual dengan ketenruan perat:uran perundang ..undangan.

BABXlV
PELAPORAN

Pasal 121
(q Dinas menyusun dan menyampaikan Iapcran kincrja

Penyclenggaraan Kctenagakerjaan eecara berkala kepada Bupati.
(21 Laporan kiocJja sebagaimana dimaksud pads ayat (1) disa.mpaikan

paling sedikit. 1 (sam) kali dalam 1 (satu) iahun.
(3) Laparan sebagaimana dirnak8ud pada ay.1 (1) menjadi bahan

evaluasi dan menjadl basis dale untuk Sfstcm lnfcrmaat
Ketenagakerjaan Daerah.

Pasal120
Daiam meleksanakan PenyelenggaraenKctenagakcJjaan, Pemerintah
Daerah melnkukan koordinasl dan stnergi dengan:
a. Pemerlntah Pusat: dan
b. Pemcrmtab Provinei,
sesuai dengan kewenangan maaing-mesing berdasarkan ketenruan
peraturan perundang ..undangan.

BABxm
KOORDINASIDAN SINE:RGlTAS

Pasal J 19
Sasaran pemblnaan aebagaimana dlmajcsud dalam PasaJ J 18 aynt (11
meliputi selurub materi muatan yang diatur dalam Peraturan Deerah
in], yang diltijukan kcpada:
a. Pemberl KcJja:
b. Pekcrja/Buruh;
c. Serikat PekeJja/Serlkat Buruh;
d. pencari keJja; dan
e. lembaga ,.r!<ai, lairmya.

d. pendampingan; dan/alau
c. pemantauan.
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CI.•nJur •.•••• - _ .

LEMBARAN DAeRAJ.l KABUPATEN ClANJUR TAHUN 2025 NOMOR 83
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ClANJUR NOMOR: (17/303/20-25)

AHMAD RIFA1 AZFIARl

ttd

Diundangkan di Cianjur
pad" la.ngga131 Desember 2025

SEKRETARlS DAERAH KABUPATEN
CIANJUR,

MOHAMMAD WAHYU FE:RDIAN

ttd

SUPATI CIANJUR,

Ditelapkan diCianjur
pad. 19n9gaJ 31 Desember 2025

Pasal 124
Peraturan Daerah Ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengec.ahuinya, mcmerintahkan pcngundangan
Peraturan Oaemh lni dengnn penempatannya daJam Lembaran
Daerah Kabupaten Cianjur,
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I. UMUM
Ponca.ifa clan Undang-Undang OaSOJ'Negarn Republik Indonesia Tabun

1945 mengamanatkan bahwa salab satu rujuan utama pembenrukan Negara
Kesaruan RepubUk Indonesia adalah untuk memajukan kescjahtcraan umum.
Amanat lubur ini secara spesifik dijabarkan dalam Pasal 27 llYot (2) yang
menegaskan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang lAyal<bag! kemanusiaon". Ketentuan konstitusinnol ini
menjadl landasan filos'otis yang mewajibkan negara, termasuk Pemerintab
Daerah Kahupaten Cianjur, untuk seeara aktif merryelenggarakan
pembangunan Ketenagakerjaan yang beroricntasl pad. pemberdayaao,
pendayagunaan. dan perlindungan Tenaga KeJja.

Daerah Kabupaten Cianjur dibadapkan pada tantangan
Ketenagakerjaan ynng khas clan memerlukan penanganan kebljakan yang
rerencana dan komprehensif, Pcrlumbuhan angkatan kelja yang signifikan
setiap tabunnya belum sepenuhnya dUmbangi oleh ketersediaan kesempatan
kerja yang memadai, Kondi.i ini diperumit oleh adanya ketidakselarasan
(mismalchl an tara kompetensl yang dimillki oleh pencari kerja dengan
kualifikasi yang dlbutuhl<nn oteh pasar kerja, balk dl sekter indus'ri.
agribisnis, maupun pariwisata y8.rlg mcnjadi potensi unggulnn daerah.
Akibatnya, angka pengangguran terbuka masih menjadl isu strategis yang
berpotenel menlmbulkan berbagai permasalahan sosial-ekonomi. 01eh karena
Iru, dlperlukan sebuah kerangka regulasl dl Lingka, daerah yang mampu
menyinergikan upaya peningkatan kompetenei sumber daya manusia melalui
Pelatihan KeJja yang relevan. dan memperluas Kesempatan KeJja dcngan
mengoptimaikan petensi lokal.

Penyelenggaraan Ketenagakerjaan merupakan urusan pemerintaban
wajib yang rnenjad! kewenangan pemerintah daerah kabupatenj kota
aebagaimana dlatur da1am Unclang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang
Pcmcrintaban Oaerah. KewenangJIn ini mencakup sub-urusan Pelatihan Kerja
dan Produktjvitas, penempntnn Tenaga Kerja, dan Hubungan Industrial.
Oinamika peraruran perundang-undangan di nngkat nasional, khuausnya
setelab ditetapkannya tfndang-Undang Nomor 6 Tabun 2023 tentang
Pcnctapan Pcraturan Pernerirrtah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tabun
2022 tentang Cipta KeJja menjadi Undang-Undang beserta peraturan
pelaksananya, relah membawa perubahan fundrunental dalam beberapa ... pek
Ketenagakerjaan, .Pentbahan ini menunrut adanya penyesuaian dan
harmonisasi kebijakan di tiogkal daerah untuk menciptakan kepastian
hukum, mellndungi bak-nak pekerja dan Pengusaba, serta menjaga ikIlm
Inveeteet yang kondusif. Peraturan Daeruh Kahupaten Cianjur NODIOr3 Tabun
2014 tentang Ketenagakerjaan yang ada saa' ini dinilai sudab tidal<
sepenuhnya selaras denge.n perkembnngan hukum dan kebutuhan ter&cbut.

Pembentukan Peraturan Onerab tentang Penyclcnggaraan
KCl.nagal<eJjaan mcrupaj<an payung hukum yang komprehensif untuk
mcngarahkan. mcnga1.u-r, dan mengendrilikan penyclenggaraan
Ketenagakerjae.n dl Daerab Kabupaten Cianjur. Pokok-pokok maten muat.an
yang dlatur da1am hraturan Oaerah ini mellputi;
a. perc::ncanaan tcna.g.a kerje;

PENJELASAN
ATAS

PERATlJRAN OAERAH KABUPATEN CTANJUR
NOMOR 14 TAHUN 2025

TEN1'ANG
PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN
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u. PASAL DEM! PASAL
Pasal 1

IstiJah-istilah. dnlam pasal ini dimaksudkan uotuk mencegah timbulnya
salah tafslr dan salah pengertlan dalron mcmahami dan melaksanakan
pasal-pasal dalarn Peraturan Daerah in!..

Pasal2
Penyelenggarnnn Kelenagakerjaan sebagai bagian imegral dad
pernbangunan nasional dilaksanakan berdasarkan asas yang menjadi
jiwa clan pedoman bag) eetlap kebijakan dan tindakan di bidang
Ketenagakerjaan,
a, Asas Keterpaduan

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa
Penyc.lcnggaraan Ketenagakerjaan dilaksanakan secara lcrkoordinasi
dan aincrgi. anear-eekter dan antar-tingkatan pemerintahan, dan
pusat hingga daemh. untuk rnewujudkan tujuan pembangunan
Ketenagakerjaan secara e(cktiCdan efisien.

b. As•• KcmanIaalan
YMg dimaksurl dengan "A$9-S kemanfaatart" adnlah bahwa seuep
UP"yapenyelenggaraan Ketenagakerjaan harus senantiasadiarahkan
unluk memberlkan manfaa; yang sebesar-besarnya bag! penlngkatan
kesejahteraan Tenega Ketja dfln ketuarganya, kelangsungan usaha,
sene kepentlngan umum.

c. AsasKeadllan Sosial
Yang dimaksud dengan "asas keaclilan soaial" adalab bahwa
penycteaggaraan Kctcnagnkerjaan barus mencerminkan nilal-nllai
keadilen yang terkandung dalron Pancasila, yang menjamin
perlakuan yang sama tanpa dtskrtmlnasi dan pemerataan
kesempamnserta perlakuan dalam bekerja,

d. A.sas PcrUndungan dan Kcp•• tianHukum
YODgdlmcksud dengan "a$9. perli,ndungan dan kepaetian hukum"
adalah bah.wa setiap Tenaga Ketja dan Pemberi Ketja berhak
memperclch perlindungan alas hak dan kewajlbannya eerta
mendapackan jaminan kepaatian hukum dalam Hubungan Kerja
scsuai dengan peratumn perundang-undangan yang berlaku.

e. Asas Sinergitas
Yang dimaksud dengan "a.S8fJ sinergitas" adalab bahwa
penyelenggaraan Keteoaga.kerjaan memerlu.kan kerja aerna yang

b. pelatlhan kaja. pemagangan, sertifikas] knmpetensi ketja. dan
produktivitas tenags kerja:

c. penempatan teoaga ketja;
d. perluasan kesemparnn kerja;
e. penggunean tcnaga keria asing;
L bubuogan kerja;
g. perfindungan, pengupaban, dan kcsejahlcraan;
h. jaminan sosIal
i. hubungan industrial;
j~ststem infortnaei ketenagakerjaan;
k, pembinaan;
1. koordinasi dan sinergitas;
m. pelaporan; dan
n. pcmbiayaan.

Dengan de:mildan. Pereturan Daerah inl diharapkan dapat menjadi
instrumen efektif untuk mewujudkan pasar kcrja yang dinamis, Tenaga Kerja
yang kompeten dan sejtahtera. serta Hubungan Industrial yang berk.eadilan di
Kabupaten Cianjur.
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Pasal3
Cukup jelas.

Pasal e
Cukupjela s,

Paso,1 5
Ayat <I)

Ketcntuan ini menegaskan bahwa Rencana Tenaga Kerja (RTK)
Makro Oacrah mcrupakan dokumen induk yang wajib menjadi
acuan utama deJam setl.ap perumuean kebijakan, strategl. dan
program di bidang Ketenagakerjaan oleh Pemerin19h Ds"""h.
Tujuanoya adalah untuk memastikan adanya kelerpaduan dan

harmonia dan saling mempetlrunt antara pemerintah, Penguoaha,
dan Pekerja/Buruh melalui Lcmbaga Kerja Sama Tripartit maupun
forum-forum dialog sosia! lalnnya.

f. AMS Produktivita.s
Yang dimaksud dengan "asas produktivltas' adetah bahw$
penyelenggaraan Kctcnagakerjaan diarahkan unruk menciptakan
dan mernelthara kondi.1 korj. yang kondusif guna mendorong
peningkatan etcs kerja, elislen.i. dan kualfta8 basil kerja untck
mcnunjang days saing nasional.

g. Asa. Keuurraan yang Sohng MeDguntungkan
Yang dimak.ud dengan "IIsas kernitraan yang saling menguntungkan'
adalah babwa flubungan Kerja antara Pekerja/Buruh dan Pengusaha
didasarkan pada semangat kemitman yang setara, saling
mcmbutuhkan, dan sallng bcrutnggung jawab untuk kemaJuan
Perusahaan dan kesejahfera.n Pekerjaj'Buruh,

h. Asas Keterbukaan
Yang dimaksud dengan "a••• keterbukaan" adalah bahwa setiap
pihak yang berkepentlngan berhak memperoleh akses terhadap
Irtferrnaai mengenai Ketenagakerjaan secara benar, jujur, dan tidak
diskrtminauf, yang memung)tinkan partisipasi mosyarakat dalom
proses perumusan <Inn pengawaean kebijakan,

I, Asas Non-dillkriminasi
Yang dimaksud dengan "asas non-diskriminasi" adalah babwa setiap
Tennga Kerja berhak mendapetken perlakuan yang eama tanpa
pembedaan atas dasar suku, rats, agarna, gctcngan. jeni$ kelamin,
kondisi Iisik, atau aralia.i pollok dalam mempcroleh pekerjaan dan
melaksanakan Hubungan Kelja.

J. Asas Pengarusatarnaan Gender Yang dimaksud dengan "8"""
pengarusutamnan gender" adalah stmtegi untuk mengintegrasiknn
pcrspektif, pcmgalaman, aspirasi, dan kebutuban Jaki-Iakl dan
pererrtpuan sebago; dimcmsi integral daJam seluruh proses
perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pememauan, dan e\o'alua~i
kebijakan serta program Kelenagakerjaan. Asas int mengakui bahwa
norma soslal dan budaya dapat menciptakan hamhatan dan peluang
yang bcrbeda bag! laki-Iakl dan pcrempuan di pasar kcrja, sehingga
kebfjakan yang tampak netrat dapat menghasilkan dampak yang
tidak setara. Dengan demikian, asas inJ mewajlbkan Pemerintah
Daerah untuk secara proaktlf menganalisis dan memastikan bahwa
setiap tindakan di bidang Kctenagakerjaan mcmberlkan manfaat
yang adU, mengatasi ketldak$Ctataan yang ada, dan tldak
melanggengkan stereotip gender. Asas inJ merupakan perwujl.ldan
aktif dan asas non-diekrimlnasi dan keadilan sosial, yang mengubah
pendekatan dari sekadar "mclarang dlskrimlnasi" menjadi "secara
aktif menciptakan keeetaraan".
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Pasal 6
Cukup jelae.

PasaJ7
Pengenaan sanksi admJnisl:r&tl( dalam pasal ini bc:rsifat pembinaan
(administrntie/ rechtsherste~ yang bertujuan untuk mendorong
kepatuhan Pember! Kerja terhadap kewajlban penyusunan Reneana
Tenagu Kerja (RTK)Mikro. M_kanism_ pengenaan snnksi yang diarur
lebih lanjut dalam Peraluran Bupatl akan memas tiksn adanya proses
yang objektiI dan terukur.

PasaiS
Cukupjelas.

Pasal9
Cukup [elas.

Pasal10
Cukup jclas.

Paoal II
CUkup jela s.

Pasal 12
Cukup jelas.

Paaal 13
Cukup jelas,

Pasal14
Cukup jelas,

Pasal15
CUkup jelas.

Pasal16
Cukup jelas,

PasaJ 17
Cukup jelae.

Pasa11S
Cukup jeh"s.

PasaJ 19
Cukup jelas.

PasaJ 20
Cukup jela9.

Pasal 2J
Cukup jelas.

Pasal22
Cukup jelas,

kesinambungan ontarn perencanaan dan implementasi
pembangunen Kotcnagakerjaan.

Ayat (2)
Ayat in! mengintegrastkan perencanaan Ketenagakerjaan ke dalam
sietem pcrencanaan pembangunan daerah secara formal, Dengan
dijaclikan:nya RTKmakro sebagal saJah saru acuan, diharepkan isu
Ketenagakerjaan menjadi pcctimbangan utama dan target-targetnya
selaras dengan arah pcmbangunan jangka menengab dan rahunan
Dacrab.

Ayat (31
Cukup [elas.

Ayal (4)
Cukup jelas.

Ayat (51
Cukup jelss.

Aya~(6)
Cukup jelas,
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PasaJ 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup jeJas.

PasaJ 38
Cukup jelas.

Pasel26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasa! 28
Cukup jelas.

Paoal29
Cukup jelas.

PasaJ 30
Cukup [elas,

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal32
Cukup jelas,

Pasal 33
Cukup jela9.

Pa$BI34
CUkupjelas.

Pasal 35
Aye' (I)

xewejiban memiliki Perb:lnan Berusaha ini bertujuan untuk
memastikan babwa LPTKS yang beroperasi eli Daerab telah
memcrruhl standar dan kuaJifikasi yang ditctapkan olcb Pemeriruah
Pusa t, sebinf!lll' dapat memberikan pelayanan penempatan yang
prof.slonal dan meJjndungJ Iccpentingan pencari kelja.

Ayet (2)
Cukupjela s,

Ayel (3)
Cukup jeJas.

Pasal23
Cukup jeias.

Pasa124
Cukup jelas.

Paso I 25
Ayat (1)

Pengukuran Produktlvltas secara berkale pemlng untuk
memetakan knndisi daya saing Tenaga KeJja dj Dae.rah dan
mcngidentifikasi sektor-sektor yang mcmerlukan intervensi
kebijakan.

AYB' (2)
Pengukuran Produktivi.tas diJakukan pada berbagai tingkaLan
untuk mendapatkan garnbaran yang komprehensif. Pengukuran
tingkat individu rncntlai kincrja perorangan, tingkat mikro
Perusabaan meniJaj efisiensi unn useha, dan tlngkal mllkro
daerah mengukur kontribusi total Tenaga Ketja terhadap
perekonomian regional,

Aya, (3)
Cukup jelae.
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f'asal46
Cukup jel"'8.

Pasal47
Cukup jetas.

PasaJ 48
Cukup jelas,

Pasa]49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jel••.

Pasal51
Cukupjelas.

Pasal52
Cukup jele s.

Pasal53
Cukup jelas,

Pasal54
Cukup jelas.

PasaJ 55
Ayat (I)

Pembinaan bertujuan unluk meningkatkan pemahamnn dan
kepatuhan Pemberi Kerja TKA terhadap peraruran perundang­
undangan Ketenagakerjaan. balk nasionai mauprm daerab ..

Ayal (2)
Pengawasan administratif yang dilakukan oleh Dina. rnerupakan
kewenangan daerah dalam aspek pendataan dan pemantauan, yang
bersiIal komplemen ter terhadap pengawasan KelenagakcrjlUlD yung
menjadi kewenangan Pernerintah Prcvinai, Fokus pengawasan Inl
adaJah pada aspek-aspek admlnlstratifyang diatur dalrun Peraturan

Pnsal39
Cukup jetas.

Pasal 40
CUkupjel"s.

PnsaJ 41
Cukup jela s,

Pasal42
Cukupjelas.

Pasal43
CukupjeJas.

Pas'l144
Cukup jetas.

Pasal45
Ayat (I)

Cukup jelas.
Aya, (2)

Cukup jela s,
Aya, (3)

Cukup jelas.
Aya, (4)

Yang dimaksud dengan "pola lain yang dapal mendorong
rerclptanya Perluasnn Kesempatan Kerja" adaJah program­
program Inovatlf yung disesuaikan dengan perkembangan CkODOml
dan kebutuhen masyarakat, ml8aJnya program Inkubasi bagi
'usaha rintlean (startup) di bidang teknologi digital, pengernbangan
ekonoml kreati!, atau program kewirausahaan sostal.
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CUkupjelas
Paea169

Cukupjelas
Pasal70

Keternuan ITlcngenai jenis-jenls pekerjaan yang terburuk bagi anak
merujuk pada peraturan perundang-undangan di bidang
Ketenagakcrjaan, antara lain yang mengadopsi prtnslp-prinalp dalarn
Kcnvenei fLO Nomer 182 (cotang Pelarangan dan TIndakan Segera
untuk Penghapusan Benruk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

Pasal68

PasaJ 56
Cukup jelas.

Pasal57
Cukup jclas.

Pa.al 58
Cllkup jelas.

Pasal 59
Cokup jelas.

Pasal60
CUkup jel8)1.

Pasal61
CUkup jelas,

Pasal62
yang dimakwd dengan "dokumen pribadi asli" rncncakup tetapi tidnk
terbatas pads (jazah pendidikan terakhir, sertiflkat kempetenei atau
keahlian, Kartu Tonda Pendudok. Kartu KeluQrga. akra kelahiran. dan
buku nikah. Larangnn lni bertujuan untuk mencegah prakul<
penahanan dokumen yang dapat menghambat mobilitas pekerja dan
berpctenei menjadi beruuk kerja paksa tersctubung.

Pa.aJ 63
Cukup jeJaa.

Pasal 64
Cukup j04\8.

Pasal 65
Cuknp jelas.

Paoal66
Cukup jela s,

Pasal &7
Ayat (II

Cuknpjdas.
Ayet (2)

Cukup jelas,
Aynt (3)

Kewajiban pelaporan bag! Porusabaan Alib Daya yang beroperasl di
Daerah kepada Dinaa bertujuan untuk lUngs! pendataan dan
pembinaan oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini menjadi dasar bagi
Dina. untuk memantnu pemenuhan hak-hak pekerja yang
dipekerjakan oteh Peru'ObASO tersebut di wilayah Kabupaten
Cianjur.

Aya.t (4)
Cukup jelas.

Ayal (5)
Cukup jelas.

Daerah Inl, aepertl pe!J.Iporan dan pelaksanaan program aJih
keahlian.
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Penegasan lamngan ini claJam Peraruran Daerah bertujuan unruk
mernperkuat pcrlindungan anak di tingkat lokal.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasai72
CuJrupjelas

Pasal73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jela s,

Pasal75
Cukupjelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal77
Cukupjelas.

Pasal7·8
Cukup jelas.

Pasal79
Cukup jetaa,

Pnsal80
Cukupjel as,

Pasal81
Penyediaan fallilitas kesejabtcraan merupakan wujud tanggung jawab
sosial Perusahaan untuk menlngkatkan kuallta$ hidup dan
Produktivitas Pekcrja/Buruh. Daftar fasilitas yang disebutkan pada oyal
(1) bcrsifot sebagai pedoman dan dorongan bagi Perueahaan.
Sebagaimana ditegaskan pad a ayat (2), pelaksanaan k.ewajibao in; harus
disesuaikan dengan kebutuhan rill Pekcrj./Buruh cIJ Perusahaan
rersebut seno mempertlmbangkan kemampuan r.nansial Perusahaan,
yang dapal diatur lebih lanjul dalam Peraturan Perusabaan atau
PcrjanJian Kelja Ber....rna.

Pasal82
Cukup jelas.

Pasel 83
Cukupjelas.

Pasal84
Cukupjelas.

Pasal85
Cukup jelss.

Pasal86
Cukupjelas.

Pasal87
Cukup jelas,

Pasa188
Cukup jelas.

Pasal89
CUkupjelas.

Pa88190
Cukup jc}......

Pasal91
Cukup jelas,

Pasal92
Cukup jelas.

Pasal93
CuJrupjelAs.
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Pa88194
Cukup Jelaa.

Pa88195
CukuPJela8

Paaal96
Cukup JChl$

Paoal97
Cukupjclas

Pasal98
Cukup Jelil.

Paoal 99
Cukup jelas.

Pa.oI100
Cukup jelaa.

PaRallOI
Cukupjela8

PalUll 102
CukupJelao.

Paaal 103
CuJrup Jew.

Paoal 104
Cukupjd ••.

Paoal lOS
Cukup jeias.

Paoal 106
Cukup jems.

Paoal 107
Cukup jelna.

Paoal 108
Cukupjelao.

P",ol 109
Cukup jelna.

P,,081 I 10
Cukup j"'08.

Pasat 111
Cukup jelaa.

Pasal 112
Cukup jel88.

Paoal 113
Cukup j,,""

Paoal 114
Cukup jelaa.

Paoal lIS
Cukup jclas.

PaMI 116
Cukup jelas.

Pa",,1 117
Cukup j.las.

Pasol 118
Cukup jel" •.

Pasal I 19
Cukupjelas.

l'a",,1 120
Cukup J.Ias.

Paw 121
Cukup jelas.
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P8",,1 122
Culcup jelas,

P8sa1 123
Culcup jclwo.

PasaI 124
Culcup jelas
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